BAB 11

POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM
A. Politik
1. Konsepsi Politik

Untuk memahami konsep Politik Pendidikan Islam, maka perlu

dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi politik. Menurut Suys, politik adalah
perebutan kekuasaan. Menurut Jouseph Roucek, untuk masalah pusat, politik
adalah distribusi dan kontrol kekuasaan. Politik adalah upaya yang berkaitan
dengan kekuasaan, hubungan politik, dan hubungan kekuasaan aktual dan
potensial).! Isjwara mengatakan bahwa:

“hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan dengan begitu proses

politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain

di dasarkan atas kekuasaan. Politik adalah “perjuangan untuk

memperoleh kekuasaan” atau “tehnik menjalankan kekuasaan-

kekuasaan” atau ‘“masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol

kekuasaan”, atau “pembentukan dan penggunaan kekuasaan”.?

Sedangkan dalam Dictionary of Politics and Government, disebutkan
bahwa politics is the theory and practice of governing a country.> Dalam
pengertian ini dapat dipahami bahwa politik adalah teori dan praktik tentang
memerintah sebuah negara. Ditambahkan juga menurut R.A. Butler, “politics is
the art of the possible” * Sedangkan dalam definisi ini berarti bahwa politik adalah

seni tentang sesuatu yang mungkin. Pengertian lain juga dijelaskan oleh Rober E.

'F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Binacipta, 1982), 43.

2 Ibid., 42-43.

3 P.H. Collin, Dictionary of Politics and Government (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004),
183.

4 Ibid.
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Goodin, bahwa mendefinisikan politik (dan studi tentang politik ) seperti yang
kita lakukan, secara eksplisit berangkat dari tradisi murni distribusi dari formulasi
klasik Laswell (1950) tentang "politik" sebagai "siapa mendapat apa, kapan dan
bagaimana”.’

Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan
masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang
mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam sutau wilayah
tertentu.® Dalam pengertian ini terdapat unsur yang mencerminkan sebuah politik
yaitu; interaksi, pemerintah atau penguasa, masyarakat, keputusan, dan kebaikan
bersama.

Beberapa pengertian politik dapat ditemukan di Wikipedia. Pertama,
politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Kedua, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun non-konstitusional. Ketiga, politik adalah usaha yang ditempuh warga
negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Keempat, politik adalah hal yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kelima, politik
merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat. Keenam, politik adalah segala sesuatu tentang proses

perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.” Mengacu pada beberapa

5 Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingenmann (ed), Handbook of Political Science (New
York: Oxford University Press, 1998), 8.

® Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1999), 1-8.

7 http://id. wikipedia.org/wiki/politik (diakses pada 13 Januari 2016)




43

penjelasan di atas, maka menurut penulis politik adalah aktifitas individu maupun
kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, relasi pemerintah dan
masyarakat dengan tujuan kebaikan bersama.
2. Politik Desentralisasi
a. Konsepsi Desentralisasi

Pembahasan tentang konsepsi desentralisasi meliputi pengertian,
tuyjuan dan bentuk desentralisasi. Desentralisasi bukanlah sesuatu yang
baru dalam tata kelola pemerintahan di dunia saat ini. Oleh karena itu guna
memahami pengertian desentralisasi akan kami sajikan beberapa pendapat
para ahli, antara lain; menurut Chema dan Rondinelli, desentralisasi
didefinisikan sebagai pengalihan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya
melalui dekonsentrasi, delegasi, atau devolusi dari pusat ke tingkat yang lebih
rendah secara administrasi.> Menurut Veliz yang dikutip oleh Maria C. Escobar-
Lemmon, “Decentralization is something of an ironic policy. It requires
the national government to give up power to subnational governments and
to unmake the "centralist tradition".” Dapat dipahami bahwa desentralisasi
adalah suatu bagian dari kebijakan ironis. Hal ini membutuhkan kemauan dari
pemerintah nasional (pusat) untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah

daerah.

8 G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, “Form Government Decentralization to
Decentralization Governance” dalam G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli (eds),
Decentralizing Governance Emerging Concept and Practice (Wshington DC.: Brooking
Institution Press, 2007), 1.

® Maria C. Escobar- Lemmon, “Executives, Legislatures, and Decentralization”, Policy Studies
Journal, Vol. 34, No. 2 (May, 2006) ProQuest, 245.
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Sedangkan dalam UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.'° Dengan demikian sistem
desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah
terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih
diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang
demokratis.!!

Sedangkan Tujuan dari desentralisasi memang tidak hanya satu, dan
tidak hanya demi kepentingan jamak masyarakat tetapi juga dapat berupa
keinginan dari sebagian elit demi kesempatan dan peluang yang ada. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh Escobar-Lemon, bahwa Pemerintah Nasional
(baik eksekutif dan legislatif) melihat desentralisasi sebagai salah satu cara untuk
mendapatkan kembali dukungan rakyat dengan menciptakan peluang baru bagi

partisipasi dan mendorong akuntabilitas yang lebih besar.'?

10 Pasal 1 UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi UU.
No. 9 tahun 2015. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepaa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Adapun otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas
otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
"' Ni’'matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 86.

12 Maria C. Escobar- Lemmon, “Executives, Legislatures, and Decentralization” ..., 246.
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Sedangkan tujuan yang dianggap lebih obyektif dalam
implementasi desentralisasi menurut Escobar-Lemon adalah peningkatan
layanan publik dan pendapatan daerah.'?

Dengan kata lain bahwa desentralisasi administratif harus lebih menarik
daripada bentuk-bentuk lain dari desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan
karena dua alasan. Pertama, dengan membuat pemerintah daerah bertanggung
jawab untuk pelayanan publik (seperti layanan kesehatan), menghindari kesalahan
untuk memotong jasa dan penyalahgunaan wewenang dalam penyediaan kualitas
yang buruk. Kedua, tingginya tingkat desentralisasi administrasi, dikombinasikan
dengan desentralisasi fiskal, akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan
kontrol atas bagaimana pemerintah daerah menyediakan layanan ini bagi
masyarakatnya. Sedangkan Falleti mengatakan bahwa tujuan desentralisasi adalah
menyeimbangkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya
mewujudkan kemajuan dan kebaikan bagi masyarakatnya.'

Lebih tegas Atsukoi Toi, mengatakan, bahwa jika tidak ada perbaikan
dalam kesejahteraan sosial masyarakat setempat, hal itu tidak dapat dikatakan
bahwa tujuan desentralisasi telah terpenuhi, walaupun otoritas telah dialihkan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan kata lain, desentralisasi bukan
hanya menyangkut pelimpahan kekusaan atau wewenang dari pemerintah pusat ke

daerah, tetapi harus pula menyangkut perubahan dan perbaikan kesejahteraan

13 Ibid., 247.
14 Ibid., 248.
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masyarakat, sebab jika tidak demikian maka berarti desentralisasi hanyalah
sebatas retorika belum menyentuh hal-hal fundamental kehidupan masyarakat.'>

Sederhana namun spesifik disampaikan oleh Cheema dan Rondinelli,
bahwa di antara tujuan desentralisasi adalah meningkatkan sumber daya keuangan
pemerintah daerah dan memberikan fleksibilitas untuk merespon secara efektif
terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal tertentu.'® Menurut Rentanida
Renata Simatupang, desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi
alokasi dengan membawa layanan yang lebih merespon kebutuhan lokal.!”

Dari beberapa pandangan tentang tujuan desentralisasi di atas, maka
dapat dipahami bahwa desentralisasi bertujuan antara lain: (a) bagi pemerintah
pusat, desentralisasi bertujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan
memperbesar akuntabilitas, (b) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan
publik dengan tetap ada kontrol dari pemerintah pusat, (¢) keseimbangan peran
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan, (d)
meningkatkan kesejahteraan sosial, tujuan ini dianggap lebih penting dari sekadar

pelimpahan otoritas, (¢) meningkatkan sumber daya keuangan daerah, dan (f)

efisiensi alokasi yang merespon kebutuhan lokal.

5 Atsuko Toi, “An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior
secondary education”, Educ Res Policy Prac, Vol. 9 (March, 2010) Springer Science+Business
Media B.V. 2010, 122.

16 G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, “Form Government Decentralization to
Decentralization Governance” ..., 7.

17 Rentanida Renata Simatupang, Evaluation Of Decentralization Outcomes In Indonesia: Analysis
Of Health And Education Sectors ( A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Andrew Young School of Policy
Studies of Georgia State University), UMI 3410620 Copyright 2010 by ProQuest LLC. All rights
reserved. This edition of the work is protected against unauthorized copying under Title 17, United
States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106-
1346, 84.
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Guna mencapai tujuan desentralisasi yang efektif, maka menurut Abdul
Aziz dan David D. Arnold, terdapat tugas-tugas yang terlibat dalam
kepemerintahan lokal adalah untuk: (a) mengidentifikasi persoalan, kebutuhan,
dan aspirasi rakyat, (b) mengelola sumber daya manusia dan alam dengan baik,
(c) memperkirakan sumber daya keuangan yang diperlukan, (d) menetapkan
strategi pembangunan yang tepat, (¢) mengelola keunggulan desa-desa, (f)
menerapakan SOP, (g) menegakkan aturan. '8

Selanjutnya dampak desentraslisasi menurut Weingast, secara teoretis,
desentralisasi memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi ekonomi,
dia mengatakan, bahwa ‘“Salah satu implikasi dari literatur ekspansif tentang
federalisme fiskal adalah bahwa desentralisasi dapat menjadi cara bagi pemerintah
untuk memperbaiki efisiensi ekonomi secara keseluruhan dengan membiarkan
beberapa fungsi ke pemerintah daerah.!” Hal ini dapat segera tercapai,
menurut Hayek, karena pemerintah daerah dianggap lebih faham
terhadap prioritas kebutuhan masyarakatnya. Dia mengatakan
bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan warga negara dan karenanya
diposisikan untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.?® Dampak lain dari
desentralisasi dapat berbentuk pada administrasi keuangan, di masa pada era
desentralisasi pemerintah daerah telah juga mendapatkan keuntungan (bagi hasil)

dari seluruh kegiatan keuangan di daerahnya, karena tidak semuanya menjadi

8 Abdul Aziz dan David Arnold, Desentralisasi Pemerintahan: Pengalaman Negara-Negara Asis
(Bantul: Pustaka Edukasi, 2003), 3-4.

19 Maria C. Escobar- Lemmon, “Executives, Legislatures, and Decentralization™..., 247.

20 1bid., 247.
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milik pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan oleh Atsukoi Toi, bahwa “Perubahan
yang diterapkan dalam administrasi keuangan pemerintah daerah karena
desentralisasi telah memberi kontribusi pada kesenjangan dalam pembagian
pendapatan.?!

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kapasitas
dan kompetensi manajemen pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan
kinerja dan memaksimalkan target yang akan dicapai, jika tidak demikian, maka
kegagalan desentralisasi yang akan didapatkan oleh masyarakat bukan
keberhasilannya. Hal semacam ini dikatakan oleh Cheema dan Rondinelli, bahwa
“Desentralisasi sering gagal karena rendahnya tingkat kapasitas pengelolaan dan
administrasi di pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.?> Yang juga
penting untuk dijelaskan di sini adalah dampak desentralisasi dalam bentuk
partisipasi politik masyarakat. Dalam hal ini, di era desentralisasi, masyarakat
telah ikut serta dalam bagian pengambilan keputusan (politik) fundamental seperti
pemilihan ekskutif, legislatif, dan penentuan kebijakan pembangunan.
Sebagaimana dikatakan oleh Cheema dan Rondinelli, bahwa Dampak
desentralisasi terhadap partisipasi warga juga bervariasi dari satu negara ke negara
lain tergantung pada jenis desentralisasi yang digunakan dan situasi politik suatu

negara.?’

2L Atsuko Toi, “An empirical study of the effects of decentralization in Indonesian junior
secondary education”, ..., 109.

22 G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, “Form Government Decentralization to
Decentralization Governance™..., 8.

2 Ibid., 8.



49

Dari uraian di atas dapat dirumuskan dampak desentralisasi, antara lain:
(a) dampak positif, meliputi; (1) peningkatan efisiensi ekonomi, (2) keuntungan
finansial daerah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3)
peningkatan kompetensi dan kapasitas manajemen pemerintah daerah, dan (4)
peningkatan partisipasi politik masyarakat di daerah. Sedangkan (b) dampak
negatif dapat berupa munculnya ketidaksetaraan antara satu daerah dengan daerah
lain, atau antara satu sekolah dengan sekolah lain.

Adapun bentuk desentralisasi dimulai dari penggunaan istilah
government menjadi governance. Menurut Cheema dan Rondinelli, konsep tata
kelola pemerintahan dalam governance lebih dapat diperluas karena dapat
menyangkut lembaga sosial non pemerintah yang bisa ikut andil dalam
pembangunan. Dikatakan bahwa “Konsep tata kelola diperluas untuk mencakup
tidak hanya pemerintah tapi juga institusi masyarakat lainnya, termasuk sektor
swasta dan asosiasi sipil.>* Selanjutnya dikatakan pula bahwa tata kelola yang baik
datang untuk dilihat sebagai transparan, perwakilan, akuntabel, dan sistem
partisipatif lembaga dan prosedur untuk pengambilan keputusan publik.?

Bentuk konkrit dari desentralisasi adalah lahirnya konsep New Public
Management (NPM). Menurut Cheema dan Rondinelli, manajemen publik baru

(New Public Manajemen/NPM) berfokus pada pembuatan misi pemerintah

2 @G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, “Form Government Decentralization to
Decentralization Governance” ..., 1.
% Ibid., 2.
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didorong dengan aturan terikat, berorientasi hasil, giat, antisipatif, dan dorongan

bagi masyarakat (pelanggan).?¢

Masih menurut Cheema dan Rondinelli:

“Seiring dengan konsep pemerintahan yang berkembang, pikirkan juga
alasan, tujuan, dan bentuk desentralisasi. Desentralisasi sekarang tidak
hanya mencakup pengalihan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab
di dalam pemerintahan tetapi juga pembagian wewenang dan sumber
daya untuk membentuk kebijakan publik di masyarakat. Dalam konsep
perluasan praktik desentralisasi pemerintahan ini dapat dikategorikan ke
dalam setidaknya empat bentuk: administratif, politik, fiskal, dan

ekonomi”.?’

Dapat dijelaskan pula bahwa sebagai konsep, governance diperluas,

begitu pula berpikir tentang alasan, tujuan, dan bentuk-bentuk desentralisasi.

Desentralisasi sekarang tidak hanya meliputi transfer kekuasaan, wewenang, dan

tanggung jawab dalam pemerintahan tetapi juga berbagi kewenangan dan sumber

daya untuk membentuk kebijakan publik dalam masyarakat. Dalam konsep ini

berkembang dari praktik desentralisasi pemerintahan dapat dikategorikan ke

dalam setidaknya empat bentuk: administrasi, politik, fiskal, dan ekonomi.

Devolusi politik dan fiskal merupakan dua hal yang tidak dapat

dihindarkan dalam praktik desentralisasi. Menurut Cheema dan Rondinelli,

bahwa:

“Mentransfer kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke unit
administrasi administratif dan pemerintah daerah dan membuka proses
politik untuk meluasnya partisipasi memberikan kerangka kelembagaan
untuk otonomi daerah dan memberdayakan masyarakat untuk
mengupayakan aspirasi lokal. Dua dimensi devolusi, politis dan fiskal,
saling melengkapi. Pelarangan politik memberikan dasar hukum untuk

2 1bid., 4.
2 1bid., 6.
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pelaksanaan kekuasaan di tingkat lokal dan memungkinkan warga negara
untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan penetapan prioritas lokal.
Pembelotan fiskal menugaskan fungsi dan pendapatan kepada pemerintah
daerah dan daerah dan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan
program lokal .2

Jadi menurutnya, mentransfer kuasa dan wewenang dari pemerintah
pusat ke tingkat daerah unit pemerintah administratif dan lokal dan membuka
proses politik untuk partisipasi luas memberikan kerangka kelembagaan untuk
otonomi daerah dan memberdayakan masyarakat untuk mengejar aspirasi lokal.
Dua dimensi devolusi, politik dan fiskal, saling melengkapi. Devolusi politik
memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kekuasaan di tingkat lokal dan
memungkinkan warga untuk mempengaruhi kebijakan lokal dan pengaturan
prioritas. Devolusi fiskal memberikan fungsi dan pendapatan untuk pemerintah
daerah dan lokal dan sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan
kebijakan dan program-program lokal.

Bentuk yang lain adalah adanya kemitraan dan kerja sama. Menurut
Cheema dan Rondinelli:

“Kemitraan dan bentuk kerjasama lainnya antara instansi pemerintah,

masyarakat sipil, dan sektor swasta digunakan untuk mengembangkan

dan memperluas jaringan dan layanan energi dan utilitas, memperluas
sistem transportasi, membangun dan mengoperasikan fasilitas

pengolahan air dan limbah, dan menyediakan layanan dasar seperti
Perawatan kesehatan primer, pendidikan, dan tempat tinggal”.>’

28 Ibid., 13.
9 Tbid., 14-15.
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Jadi, kemitraan dan bentuk-bentuk kerjasama antar instansi pemerintah,
masyarakat sipil, dan sektor swasta yang digunakan untuk mengembangkan dan
memperluas energi dan utilitas jaringan dan layanan, memperluas sistem
transportasi, membangun dan mengoperasikan air dan pengolahan limbah
fasilitas, dan menyediakan seperti dasar jasa perawatan primer kesehatan,
pendidikan, dan tempat tinggal. Secara teoretis desentralisasi memiliki dua
bentuk, yaitu desentralisasi politik atau demokratik dan desentralisasi
administratif.

Menurut uraian di atas, penulis dapat merumuskan bentuk desentralisasi,
yaitu: (a) dekonsentrasi; (2) devolusi; (3) delegasi; (4) pembangunan tidak hanya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan pihak sipil
(swasta) sebagai mitra pemerintah; (5) penerapan SOP sebagai cerminan
transparansi, perwakilan, akutabilitas, dan sistem partisipatif; dan (6) New Public
Management (NPM).

Maka mengacu pada regulasi pendidikan dan penyelenggaran
pemerintahan daerah®®, desentralisasi pendidikan yang diterapkan pada era
otonomi daerah sekarang ini adalah kombinasi dari desentralisasi politik atau
demokratik dan desentralisasi administratif. Pemerintah daerah diberikan
kekuasaan untuk menetapkan berbagai agenda pembangunan pendidikan dasar

dan menengah di daerah dan tanggung jawab serta wewenang untuk mengatur

30 Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU. No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah menjadi UU. No. 9 tahun 2015, UU. No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan lainnya.
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perencanaan, manajemen, keuangan, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait
dengan kegiatan sekolah, tetapi unsur-unsur fundamental sekolah, seperti
pedagogi, kurikulum, organisasi, dan evaluasi tetap berada di tangan pemerintah
pusat.®!

b. Geneologi Desentralisasi di Indonesia

Menurut Cheema dan Rondinelli, di dunia Internasional sejak era 1980-
an, telah banyak dituntut untuk melaksanakan tiga bentuk pemerintahan, yakni
dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi. Permasalahan ini kemudian melahirkan
konsep pemerintahan desentralisasi. Menurut Cheema dan Rondinelli, sampai
akhir 1980-an, pemerintah menjalankan tiga bentuk utama desentralisasi:
dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi.?

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi dapat ditelusuri dari lahirnya
beberapa peraturan perundang-undangan. Desentralisasi pertama-tama diterapkan
semenjak lahirnya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Bersamaan dengan itu lahir juga UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU. No. 22 tahun 1999
misalnya dijelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara

3

Kesatuan Republik Indonesia.®* Istilah desentralisasi bukan hanya telah

dipergunakan tetapi sudah terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

31 M. Sirozi, Politik Pendidikan..., 247.

32 G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, “Form Government Decentralization to
Decentralization Governance” ..., 3.

33 Pasal 1, huruf'e,, UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
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di Indonesia. Menurut kami, di dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai 3
(tiga) hal pokok dalam desentralisasi; yaitu pertama pembagian kekuasaan
dan/atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua
pemilihan kepala daerah, dan ketiga keuangan daerah.

Tentang keuangan daerah kemudian lebih spesifik diatur dalam UU. No.
25 tahun 1999. Di antaranya desebutkan bahwa “Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan
dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional,
demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan
kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta
tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan
pengawasan keuangannya.** Hal ini menunjukkan bahwa, bangsa Indonesia
melalui UU ini telah berbulat hati untuk menerapkan desentralisasi dalam tata
kelola pemerintahannya.

Demi perbaikan dan penyempurnaan, kemudian UU. No. 22 tahun 1999
diubah menjadi UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah, kemudian
diubah lagi menjadi UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari
perubahan-perubahan tersebut, sesungguhnya masih dalam semangat yang sama,
yakni desentralisasi. Hanya saja memang terdapat perubahan pada beberapa pasal

atau bagian dalam UU tersebut. Seperti pada UU. No. 32 tahun 2004 lebih

3% Pasal 1, huruf a, UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
pusat dan Pemerintah Daerah.
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menyoroti pada masalah perubahan tentang tata cara pemilihan kepala daerah.
Pada UU. No. 22 tahun 1999, pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD
provinsi/Kabupaten/Kota, namun pada UU. No. 32 tahun 2004 pemilihan kepala
daerah dilaksanakan langsung oleh rakyat. Sedangkan perubahan dari UU. No. 32
tahun 2004 menjadi UU. No. 23 tahun 2014 perubahannya yang signifikan terjadi
pada kewenangan pengelolaan pendidikan.

Pada UU. No. 23 tahun 2014, terdapat pembagian yang jelas antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Misalkan Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan
manajemen pendidikan Pemerintah Pusat berwenang dalam (a) penetapan Standar
Nasional Pendidikan, dan (b) pengelolaan Pendidikan Tinggi. Pemerintah Provinsi
berwenang dalam (a) pengelolaan pendidikan menengah, dan (b) pengelolaan
pendidikan khusus. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam (a)
pengelolaan Pendidikan Dasar, dan (b) pengelolaan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal.* Artinya dengan UU. No. 23 tahun 2014 ini, pembagian
urusan dan tata kelola pemerintahan lebih jelas dan konkrit, sehingga tidak
menimbulkan kebingungan dan kerancuan kewenangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Sedangkan UU. No. 25 tahun 1999 juga mengalami
perubahan, yakni menjadi UU. No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

35 Lampiran UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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Keberadaan regulasi tentang pemerintah daerah tersebut kemudian
membawa pada kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas. Karena pemerintah
daerah bukan hanya pelaksana pemerintahan yang diatur oleh pemerintah pusat,
tapi pemerintah daerah juga dapat membuat aturannya sendiri guna melaksanakan
tugas pemerintahan di daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara
efektif dan efisien.. Aturan ini dapat berbentuk Peraturan Daerah (Perda),
Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota.

c. Desentralisasi Pendidikan di Indonesia

Menurut Burnett et a/, desentralisasi pendidikan adalah “otonomi untuk
menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas
lokal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas”.>®

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, desentralisasi
pendidikan pertama-tama dapat kita lihat melalui regulasi yang mengatur tentang
desentralisasi pemerintahan, yakni UU. No. 23 tahun 2014 sebagaimana diubah

menjadi UU. No. 9 tahun 2015. Rincian pembagian wewenang antara Pemerintah

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

36 M. Sirozi, Politik Pendidikan ..., 232.



Tabel 2.1
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan®’
No Sub Pemerintah Daerah Daerah
Urusan Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
1 2 3 4 6
1 Manajemen a. Penetapan a. Pengelolaan |a. Pengelolaan
Pendidikan standar pendidikan pendidikan
nasional menengah. dasar
pendidikan b. Pengelolaan |b. Pengelolaan
b. Pengelolaan pendidikan pendidikan
pendidikan khusus. anak usia
tinggi. dini dan
pendidikan
nonformal.
2 Kurikulum Penetapan Penetapan Penetapan
kurikulum kurikulum kurikulum
nasional pendidikan | muatan muatan lokal
menengah, lokal pendidikan | pendidikan
pendidikan menengah dasar,
dasar, pendidikan dan muatan lokal | pendidikan anak
anak usia pendidikan usia
dini, dan pendidikan | khusus dini, dan
nonformal. pendidikan
nonformal.
3 Akreditasi Akreditasi - -
perguruan tinggi,
pendidikan
menengah,
pendidikan dasar,
pendidikan anak
usia dini,
dan pendidikan
nonformal
4 Pendidik dan  |d. Pengendalian Pemindahan Pemindahan
Tenaga formasi pendidik dan pendidik dan
Kependidikan pendidik, tenaga tenaga
pemindahan kependidikan kependidikan
pendidik, dan lintas dalam
pengembangan | Daerah Daerah
karier pendidik. | kabupaten/kota kabupaten/kota.
e. Pemindahan dalam 1 (satu)
pendidik dan Daerah
tenaga provinsi.
kependidikan
lintas Daerah
provinsi.
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37 Lampiran UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi
UU. No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 tahun 2014.



1 2 3 4 5
5 Perizinan a. Penerbitanizin | a. Penerbitan a. Penerbitan
Pendidikan perguruan tinggi izin izin
swasta yang pendidikan pendidikan
diselenggarakan menengah dasar yang
oleh yang diselenggar
masyarakat. diselenggara akan oleh
b. Penerbitan izin kan oleh masyarakat.
penyelenggaraa masyarakat. | b. Penerbitan
n satuan b. Penerbitan izin
pendidikan izin pendidikan
asing pendidikan anak usia
khusus yang dini dan
diselenggara pendidikan
kan oleh nonformal
masyarakat. yang
diselenggar
akan oleh
masyarakat
6 Bahasa dan Pembinaan bahasa Pembinaan Pembinaan
Sastra dan bahasa dan sastra | bahasa dan
sastra Indonesia yang penuturnya | sastra yang
lintas penuturnya
Daerah dalam Daerah
kabupaten/kota kabupaten/kota
dalam 1 (satu)
Daerah
provinsi.
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Dari rincian di atas dapat dipahami bahwa pada era desentralisasi ini,

pemerintah telah membagi tugas, wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan pembagian ini maka terlihat

secara jelas tentang apa yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah menurut

tingkatannya dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, maka setiap tingkatan

pemerintah akan dapat lebih berkonsentrasi dalam mewujudkan kemajuan

bersama dan kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada peraturan di atas, jika

pendidikan Islam disepakati sebagai bagian sistem pendidikan nasional, maka

urusan pendidikan Islam juga merupakan bagian dari bidang yang menjadi

garapan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih
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serius dalam melaksanakan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dengan
mengacu pada empat argumen pokok dalam membuat kebijakan pendidikan,
yakni; (1) peningkatan mutu, (2) efisiensi keuangan, (3) efisiensi administrasi, dan
(4) perluasan kesempatan/pemerataan.’® Kebijakan pendidikan yang ideal adalah
kebijakan yang melepaskan diri dari pemahaman dikotomi pendidikan sekolah
dan madrasah. Menurut Suryadi dan Budiman, dalam Riant Nugroho:

“Dengan penyerahan pengelolaan pendidikan, berarti pemerintah daerah
memiliki keleluasaan dalam mengelola dan membina pendidikan secara
mandiri, agar mencapai sasaran program pembangunan pendidikan dasar
dan menengah. Wewenang ini mencakup berbagai tahapan sejak
pengambilan keputusan, pemrograman, implementasi, monitoring

program, sampai dengan pengadaan sarana-sarana pendidikan”.>

Menurut Alisjahbana dalam Arif Rohman dan Teguh Wiyono:

“mengacu pada Burki et.al. bahwa desentralisasi pendidikan ini secara
konseptual dibagi menjadi dua jenis, pertama, desentralisasi kewenangan
di sektor pendidikan. Desentralisasi ini lebih kepada kebijakan
pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian
kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep pertama
berkaitan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat
ke daerah sebagai bagian demokratisasi. Sedangkan konsep kedua lebih
fokus mengenai pemberian kewenangan yang lebih besar kepada
manajemen di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas

pendidikannya”. 40

Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan tidak hanya akan memberikan

dampak positif sebagaimana diuraikan di atas, melainkan pula akan memberikan

38 Arif Rohman dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralization Era (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 29.

3 Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan Yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di
Kabupaten Jembrana 2000-2006 (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 28-29.

40 Arif Rohman dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralization Era (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 26-27.
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dampak negatif berupa keragaman yang menimbulkan ketidaksetaraan antar
sekolah dan antar daerah. Jika dibiarkan berlarut-larut, ketidaksetaraan tersebut
dapat berkembang menjadi isu sosial dan politik, baik di tingkat mikro (sekolah)
maupun di tingkat makro (masyarakat luas) yang dapat merugikan perkembangan
dunia pendidikan.*!

Masih menurut Burki at.el. dalam M. Sirozi*>, ada empat keputusan
pendidikan yang dapat didesentralisasikan, yaitu menyangkut organisasi

pembelajaran, manajemen personil, perencanaan dan struktur, serta sumber daya.

Tabel 2.2
Jenis-jenis Keputusan Pendidikan yang Dapat Didesentralisasikan
1. Organisasi Pembelajaran Sekolah yang ditempuh oleh siswa
Waktu pembelajaran
Pilihan buku teks

Isi kurikulum

Metode mengajar

2. Manajemen Personil Pengangkatan dan pemecatan kepala sekolah
Pengangkatan dan pemecatan guru
Penentuan dan penambahan gaji guru
Penentuan tanggung jawab guru

Penentuan pemberian in-service training

3. Perencanaan dan Struktur Mendirikan dan menutup sekolah

Memilih program sekolah

Mendefinisikan materi pembelajaran (course
content)

Merancang ujian untuk memonitor performa
sekolah

4. Sumber Daya Pengembangan perbaikan sekolah
Pengalokasian anggaran personil
Pengalokasian anggaran nonpersonil
Pengalokasian sumber daya untuk in-service
training

Dalam konteks desentralisasi pendidikan di Indonesia telah terlihat

adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan

41 M. Sirozi, Politik Pendidikan..., 240.
42 M. Sirozi, Politik Pendidikan ..., 235.
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kabupaten/kota dalam hal manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik
dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra,
sebagaimana diatur dalam UU. No. 23 tahun 2014. Suatu misal dalam pengelolaan
pendidikan. Pemerintah pusat berwenang dalam mengelola pendidikan tinggi
(universitas, institut, akedemi, politeknik, sekolah tinggi). Pemerintah provinsi
berwenang dalam mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus SMA,
MA, SMK, MAK dan SLB). Pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam
mengelola pendidikan dasar dan pendidikan nonformal (SD, MI, SMP, MTs, dan
lembaga kursus dan pelatihan) dan sejenisnya.

Sedangkan menurut Tilaar, desentralisasi pendidikan dalam era otonomi
daerah tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat. Dengan demikian
pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masyarakat yang
tercermin dalam penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan
satuan pendidikan, yang kemudian dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP).** Dengan kata lain, bahwa otonomi pendidikan secara
konkrit di tingkat sekolah/madrasah berwujud pembelajaran yang mengacu pada
kurikulum sekolah/madrasah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal
masayaraktnya.

Hingga saat ini memang belum terjadi konsensus, baik di pihak
pemerintah maupun di kalangan masyarakat tentang desentralisasi pendidikan

Islam yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Agama. RA, MI,

$ H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan..., 16.
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MTs, dan MA serta MAK masih dianggap sentralistik dan tidak dapat disertakan
dalam desentralisasi pendidikan. Namun demikian sesungguhnya sudah banyak
terdapat keinginan dari masyarakat di daerah untuk mengikutsertakan pengelolaan
lembaga formal pendidikan Islam dalam pola desentralisasi. Sementara ini ada
argumentasi yang mengatakan bahwa urusan agama masih merupakan
kewenangan pemerintah pusat. Argumentasi itu memang benar, sebagaimana
dalam pasal 10 UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun
tidak demikian dengan pendidikan Islam, terlebih lagi pendidikan Keagamaan
Islam. Karena dalam penjelasan pasal 10 huruf f, UU. No. 23 tahun 2014
dinyatakan bahwa:
“yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur
keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan
terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam
penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat
memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan
sebagai  upaya meningkatkan  keikutsertaan = Daerah  dalam
menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan
Musabagah Tilawatil Qur’an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan
keagamaan, dan sebagainya”.
Dari penjelasan di atas juga dapat dipahami bahwa pendidikan Islam
bukanlah merupakan urusan agama sebagaimana dimaksud urusan pemerintahan
absolut.** Oleh karena itu sangat memungkinkan pemerintah daerah dalam

meningkatkan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Serta

pula bermakna tidak diotonomikannya agama, tetapi masih memberi peluang

# Pasal 10 UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi
UU. No. 9 tahun 2015.
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penugasan bidang-bidang tertentu (pendidikan agama) kepada daerah.*’ Dengan
argumentasi ini pula maka dapat ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi
maupun kabupaten/kota dapat ikut andil dalam pengelolaan pendidikan
keagamaan yang meliputi pesantren dan pendidikan diniyah.*® Bentuk konkrit
keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan keagamaan diniyah
takmiliyah sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan
menerbitkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan.*’

B. Kebijakan
1. Pengertian Kebijakan

Dalam Dictionary of Politics and Government disebutkan bahwa
kebijakan adalah sebuah detail rencana tentang bagaimana sesuatu dilakukan.*®
Menurut JE. Hosio, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu arah tindakan yang
bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu
masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan.* Menurut Harold Laswell dan
Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang

diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-

4 Nur Ahid, “Problem Pengelolaan Madrasah Aliyah dan Solusinya”, Islamica, Vol. 4, No. 2
(Maret 2010), 341.

46 Pasal 3 Permenag No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

47 Pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah disebut dalam pasal 19, 20,
32, dan 34 Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

“® PH. Collin, Dictionary of Politics and Government (London: Bloomsbury Publishing Plc,
2004), 182.

4 JE. Hosio, Kebijakan Publik dan Desentralisasi (Yogyakarta: LBM, 2006), 3. Lihat Arif
Rohman dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralization (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), 2.
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praktik tertentu.’® Menurut Jenkins, kebijakan adalah serangkaian keputusan yang
saling terkait...berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk
mencapainya dalam situasi tertetntu.’! Menurut James Anderson, kebijakan publik
merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang
berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.*?
Sedangkan Thomas R. Dye, mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala
sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang
membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.’®> Dan David Easton
mendefinisikannya sebagai akibat dari aktivitas pemerintah.>*

Selain hal di atas, yang sangat penting untuk dipahami bahwa setiap
kebijakan publik berisi desain —kerangka ide dan instrument— untuk diidentifikasi
dan dianalisis.55 Kerangka ini menempatkan desain kebijakan sebagai struktur
kelembagaan yang terdiri dari unsur-unsur yang dapat diidentifikasi: tujuan,
kelompok sasaran, agen, struktur pelaksanaan, alat, aturan, dasar pemikiran, dan
asumsi.56 Kraft dan Furlong mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah

tindakan pemerintah (atau tindakan) mengambil dalam menanggapi masalah

50 Riant Nugroho, Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia
Kebijakan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 125.

31 Arif Rohman dan Teguh Wiyono, Education Policy in Decentralization..., 2.

52 Leo Agustino, Dasar-Dasar Keibjakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2012), 7.

33 Riant Nugroho, Public Policy..., 126. Lihat juga Leo Agustino, Dasar-Dasar Keibjakan
Publik...., 7.

54 Riant Nugroho, Public Policy..., 125.

55 Mara S. Sidney, Perumusan Kebijakan: Desain dan Alat, dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller
dan Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode (Bandung:
Nusamedia, 2015), 120.

36 Ibid.
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sosial. Masalah sosial adalah kondisi yang masyarakat anggap luas tidak dapat
diterima dan oleh karena itu memerlukan intervensi.”’

Selanjutnya Riant Nugroho menjelaskan bahwa kebijakan publik
disyaratkan harus memenuhi enam hal, yaitu: (1) terkait dengan setiap aturan
main dalam kehidupan bersama; (2) berkaitan dengan bagaimana perkejaan itu
dirumuskan, ditetapkan, dan dinilai hasilnya; (3) menyangkut sesuatu yang
dikerjakan atau tidak dikerjakan; (4) menyangkut siapa pemerintah dan kenapa
harus pemerintah; (5) mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan
bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan; (6) manfaat yang
diperoleh oleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk
(kebijakan) yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna
langsungnya. Konsep ini yang disebut konsep public goods.>®

Ide kabijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau
domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni individual, tetapi milik
bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang
dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial,
atau setidaknya oleh tindakan bersama.>

Sesuai dengan konteks penelitian ini, yakni kebijakan pemerintah
provinsi, maka penulis memiliki kecenderungan untuk menggunakan pengertian

kebijakan yang menunjukkan bahwa kebijakan adalah serangkaian rencana untuk

57 Riant Nugroho, Public Policy..., 125.

8 Ibid., 130-134.

5 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Penerj. Tri
Wibowo Budi Santoso. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 3.
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dilaksanakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka menurut penulis kebijakan
pendidikan adalah serangkaian rencana untuk dilaksanakan yang diputuskan oleh
pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam
bidang pendidikan. Sehingga, jika dibutuhkan pengertian kebijakan pendidikan
Islam, berarti ada pengkhususan bidang dari kebijakan itu ialah pendidikan Islam.

Terkait dengan pengertian yang telah penulis ambil tentang kebijakan
pendidikan Islam ini, dapat dipahami bahwa ruang lingkup kebijakan pendidikan
Islam meliputi, tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, tenaga
pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, evaluasi, manajemen, PAI di
sekolah, lembaga pendidikan madrasah, dan lain sebagainya yang tetap memiliki
relevansi dengan pendidikan Islam.
2. Aktor Kebijakan

Aktor atau pelaku dalam kebijakan publik meliputi para pihak yang
terkait dalam kebijakan, baik dalam perumusan, implementasi maupun evaluasi.
Fungsi dari masing-masing aktor kebijakan berbeda sesuai dengan posisi yang
ditempatinya. Sehingga kemudian aktor kebijakan disebut sebagai pelaku
kebijakan. Pejabat pambuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang
yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik —

walau dalam kenyataanya, beberapa orang mempunyai wewenang sah untuk



67

bertindak dikendalikan oleh orang lain, seperti pimpinan partai politik atau
kelompok penekan.*

Pengertian serupa dijelaskan oleh Faried Ali dkk., bahwa pelaku
kebijakan adalah mereka pemegang otoritas atau lembaga yang karena otoritas
yang dimilikinya dapat menjadi pelaku kebijakan yaitu tidak saja mereka yang
dikategorikan sebagai pembuat kebijakan akan tetapi mereka yang mengamankan
kebijakan serta sekaligus mereka para kelompok sasaran dalam berbagai
karakteristiknya.®!

Secara normatif institusional pembuat kebijakan terdiri dari legislatif,
ekskutif, administratur, dan peradilan (para hakim).%> Kelompok aktor kebijakan
tersebut merupakan kelompok dalam sebuah rezim, atau masa suatu
pemerintahan. Selain dari itu, di era demokrasi seperti saat ini sesungguhnya ada
pula pihak lain yang terlibat sebagai aktor kebijakan, mereka adalah partisipan
Non-Pemerintah dalam pembuat kebijakan. Mereka terdiri dari: (a) Kelompok
kepentingan, (b) Partai Politik, dan (c) Warga negara sebagai individu.®*

Dari pengelompokan ini pula, dapat diketahui bahwa pembuat kebijakan
terklasifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu: pertama Inside Government
Actors (IGA). Kelompok ini terdiri dari Presiden, Lembaga Ekskutif, para
Menteri, Aparatur Birokrasi. Kedua Outside Government Actors (OGA).

Kelompok ini terdiri dari Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Militer, Partai

6 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik ..., 29-35.

61 Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah (Bandung: Refika Aditama,
2012), 79.

62 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik ..., 29.

%3 Ibid., 35-40.
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Politik, Kelompok Kepentingan, dan Kelompok Penekan, serta Media Massa.®*
Selanjutnya pada era reformasi ini, di Indonesia dapat dirinci para aktor kebijakan
dari tingkat pusat hingga desa adalah MPR, Presiden, DPR, Pemerintah, Menteri,
Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Direktorat Jenderal, Badan-Badan Negara
Lainnya, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Desa, dan BPD.®
3. Teori Kebijakan

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut tentang teori kebijakan, perlu
penulis awali dengan penggunaan istilah teori dalam pembahasan ini.
Sesungguhnya beberapa ahli berbeda pendapat mengenai konsep kebijakan yang
meliputi perumusan, implementasi, dan evluasi. Ada yang menyebut konsep
tersebut sebagai teori, ada yang menyebut sebagai model dan ada yang menyebut
sebagai pendekatan. Penulis tidak bermaksud untuk berdebat tentang ketiga istilah
tersebut. Tetapi penulis perlu menjelaskan di sini bahwa menurut beberapa
ilmuwan yang mengkaji teori kebijakan publik tidak membedakan secara tegas
antara teori pembuatan keputusan dengan model-model perumusan kebijakan
publik.5¢

Pendapat ini merujuk antara lain pada pendapat James Anderson
misalnya, memasukkan teori rasional konprehensif, teori inkrementalisme, dan

teori mixed scanning ke dalam teori pembuatan keputusan, sedangkan teori

6 Tbid., 41. Lihat juga Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Proses, dan Studi Kasus
(Yogyakarta: CAPS, 2014), 126-136.

% Tbid., 42-44.

 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2014),
40.
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sistem, teori kelompok, teori elit, maupun teori peran serta warga negara sebagai
model pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji kebijakan publik.
Sedangkan Thomas R. Dye, menggabungkan teori inkrementalisme, rasional
komprehensif, teori elit, teori kelompok, maupun teori sistem sebagai perspektif
yang dapat digunakan untuk mengkaji kebijakan publik. Di sini Dye tidak
membedakan secara tegas antara model, perspektif, maupun pendekatan.
Ketiganya digunakan untuk saling mempertukarkan satu dengan yang lain. Begitu
pula yang dilakukan oleh Charles O’ Jones yang mengemukakan empat perspektif
dapat digunakan untuk mengkaji kebijakan publik, yakni: rasionalis,
inkrementalis, fechnician, dan reformis. Sedangkan menurut Lester dan Stewart
memiliki pandangan berbeda. Mereka membedakan model dan pendekatan secara
terpisah.®’

Sedangkan Riant Nugroho menggunakan istilah teori analisis kebijakan.
Nugroho mengacu pada pendapat Schermerhorn, yang mengatakan bahwa teori
adalah a set of concept and ideas that explains and predict phisical and social
phenomena.®®

Sedangkan Dwiyanto Indiahono, menggunakan istilah model untuk
menjelaskan analisis kebijakan publik. Ia mengatakan bahwa model adalah sebuah
kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan

terhadap suatu fenomena.® Pendapat Dwiyanto Indiahono ini sejalan dengan apa

%7 Ibid., 40-41.

%8 Riant Nugroho, Public Policy ..., 259.

% Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Bebasis Dynamic Policy Analysis (Yogyakarta: Gaya
Media, 2009), 19.
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yang dikemukakan oleh Budi Winarno, yang mengatakan bahwa penggunaan
model untuk mengkaji kabijakan publik akan sangat besar sekali manfaatnya,
karena pertama, kebijakan publik merupakan suatu yang kompleks, oleh karena
itu, sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam
memahami realitas yang kompleks tersebut. Kedua sifat alamiah manusia yang
tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakannya
terlebih dahulu.’® Senada juga yang dikatakan oleh Wayne Parsons, yang
mengatakan bahwa:
“Dalam menganlisis kebijakan publik kita harus bisa mengorganisasikan
ide-ide dan konsep-konsep kita. Dunia adalah sebuah tempat yang
kompleks, dan untuk memahami kompleksitas ini kita perlu
penyederhanaan. Ketika kita melakukan penyederhanaan (simplify)

dalam rangka memahami multiplisitas faktor dan kekuatan yang

membentuk problem dan proses sosial, kita mesti menyusun model-
» 71

model, pemetaan (map), atau berpikir dalam term metafora”.

Dari uraian tentang istilah yang digunakan dalam mengkaji kebijakan
publik begitu beragam yang dikemukakan oleh para ahli, antara perspektif,
pendekatan, model, hingga teori. Namun demikian kita tidak perlu terjebak oleh
perbedaan semacam ini, karena masing-masing istilah yang digunakan memiliki
kelebihan-kekurangan dan maksudnya sendiri-sendiri. Yang pasti dapat kita
ketahui bahwa hingga saat ini masih belum ada kesepakatan tunggal di antara para
ahli dalam menetapkan istilah yang digunakan untuk kajian kebijakan publik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis lebih cenderung pada istilah teori.

Walaupun di dalamnya juga masih digunakan istilah model, pendekatan di dalam

0 Budi Winarno, Kebijakan Publik ..., 43.
"' Wayne Parsons, Public Policy: ..., 59.
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menjelaskan isi dari teori kebijakan yang dimaksud. Sebagaimana dikatakan oleh

Leo Agustino, bahwa:
“Sebagaimana para scholar ilmu politik menciptakan teori dan model
untuk membantu memahami dan menjelaskan proses pembuatan
keputusan, mereka pun juga mengembangkan berbagai pendekatan
teoretis untuk membantu kita dalam mempelajari dan memahami
perilaku seluruh sistem politik... pendekatan teoretis yang akan diuji
secara singkat di sini antara lain: teori sisten (system s theory), teori
kelompok (group theory), teori elit (elite theory), teori proses fungsional

(functional proses theory), dan teori kelembagaan (institutionalsm
theory).”

a. Teori Perumusan Kebijakan

Terdapat beberapa teori dalam perumusan kebijakan, antara lain: teori
kelembagaan, teori elit, teori, rasionalisme, teori inkrementalis, teori pengamatan
terpadu, teori demokratis, teori pilihan publik, teori sistem, dan teori deliberatif.
Namun demikian, penulis akan fokus menjelaskan tiga teori perumusan kebijakan,
yaitu; teori elit, teori deliberatif, dan teori demokratis, karena ketiga teori ini yang
penulils gunakan untuk menganalisis perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah.
(1) Teori Elit. Teori ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa
sedemokratis apapun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan, karena pada
akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari
para elit — tidak lebih. Proses dari formulasi kebijakan menurut teori ini, elit
secara fop down membuat kebijakan publik untuk diimplementasikan oleh
administratur publik kepada rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, teori ini

dapat dinilai secara positif maupun negatif sekaligus. Negatif karena dengan

2 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik ..., 19.
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pendekatan semacam ini, kebijakan yang dihasilkan pasti disesuaikan dengan
selera penguasa atau elit politik serta memiliki tujuan untuk mempertahankan
satuts quo. Dalam konteks ini, rakyat dianggap sebagai kelompok yang sengaja
dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak masuk dalam proses formulasi kebijakan.
Pandangan positif pada teori ini didasarkan pada argumentasi bahwa pemimpin
(elit) pasti mempunyai visi tentang kepemimpinannya, dan kebijakan publik

adalah bagian dari karyanya untuk mewujudnyatakan visi tersebut.”?

Sebagaimana
dikatakan oleh C. Wright Mils bahwa kebijakan besar dan penting ditentukan oleh
sekelompok elit individu yang memiliki kedudukan sangat kuat. Dia mengatakan
bahwa elit kekuasaan terdiri dari orang-orang yang posisinya memungkinkan
mereka mengatasi lingkungan biasa pria dan wanita; Mereka berada dalam posisi
untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi besar. Apakah mereka
melakukan atau tidak, membuat keputusan seperti itu kurang penting daripada
kenyataan bahwa mereka menempati posisi penting tersebut.’”

(2) Teori Demokratis. Teori ini disebut teori demokratis karena teori ini
menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikutsertakan sebanyak-
banyaknya. Teori ini biasanya dikaitkan dengan implementasi good governance
bagi pemerintah yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para
konstituen dan pemanfaat (beneficiaries) diakomodasikan keberadaannya. Dilihat

dari keterlibatan banyak pihak dalam implementasi, teori ini dapat dianggap teori

yang baik karena sangat dekat dengan pilihan publik, namun teori ini memiliki

3 Ibid., 193-194.
7% C. Wright Mills, The Power Elit (New York: Oxford University, 1956), 3-4. Lihat juga Budi
Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus ..., 46.



73

kelemahan karena kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis,
darurat, dan dalam kelangkaan sumber daya.”

3) Teori Deliberatif. Teori ini juga dsiebut teori “musyawarah”. Teori ini
dikembangkan oleh Maarten Hajer dan Hendrick Wagenaar dengan
mengembangkan konsep dari Frank Fischer dan John Forester. Dalam teori ini,
peran pemerintah di sini lebih sebagai legalisator dari “kehendak publik™.
Sementara peran analis kebijakan adalah sebagai processor proses dialog publik
agar menghasilkan keputusan untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Secara

sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Isu Dialog Keputusan Kebijakan
Kebijakan Publik Musyawar Publik
ah
Analis Pemerinth
Kebijakan (Administ
rator
Publik)

Gambar 2.1
Teori Deliberatif’®

b. Teori Implementasi Kebijakan
Teori implementasi kebijakan menurut Helga Pulzl dan Oliver Treib
dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan teoretis yang berbeda pada studi

impelemntasi, yaitu: (1) teori atas-bawah; (2) teori bawah-atas; dan (3) teori

> H.AR. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Penidikan: Pengantar Untuk Memahami
Kebijakan Pendidikan..., 201.

76 Ibid., 209-210. Lihat juga Riant Nugroho, Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika,
Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan..., 333-348.
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hibrida. Pertama teori atas-bawah dipelopori oleh Pressman Wildavsky (1973),
Van Meter (1975), Bardach (1977), Sabatier dan Mazmanian (1978, 1980) dan
Mazmanian dan Sabatier (1983). Teori ini menekankan terutama pada
kemampuan pembuat keputusan untuk menghasilkan tujuan kebijakan yang tegas
dan pada pengendalian tahap implementasi. Teori atas-bawah mulai dari asumsi
bahwa implementasi kebijakan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah
(pusat). Menurut deLeon, pendekatan atas-bawah merupakan fenomena elit yang
berkuasa.”’

Sedangkan Pressman dan Wildavsky melihat implementasi sebagai
interaksi antara penetapan antara penetapan tujuan dan tindakan yang diarahkan
untuk mencapainya, adanya hubungan linier antara tujuan kebijakan yang
disepakati dan implementasinya. Oleh karena itu implementasi menyiratkan
terbentuknya prosedur birokrasi yang memadai untuk memastikan bahwa
kebijakan dijalankan seakurat mungkin. Untuk tujuan ini lembaga pelaksana harus
mempunyai sumber daya yang cukup, dan perlu ada sistem hirarkis tanggung
jawab dan kontrol yang jelas untuk mengawasi tindakan pelaksana.’

Masih mengenai teori atas-bawah, Bardach menjelaskan bahwa
efektifitas implementasi kebijakan terletak pada proses menulis skenario, yang
berarti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan adalah mungkin jika pembuat

kebijakan berhasil dalam menyusun permainan implementasi secara seksama.

77 Helga Pulzl dan Oliver Treib, Implementasi Kebijakan Publik dalam Frank Fischer, Gerald J.
Miller dan Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode
(Bandung: Nusamedia, 2015), 129-130.

78 Tbid.
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Adapun Sabatier dan Mazmanian mengasumsikan adanya pemisahan yang jelas
antara pembentukan kebijakan dan implementasi kebijakan. Menurut Sabatier dan
Mazmanian:
“ada enam kriteria untuk implementasi yang efektif; (1) tujuan kebijakan
adalah jelas dan konsisten; (2) program didasarkan pada teori kasual
yang valid; (3) proses implementasi tersusun dengan baik; (4) pejabat

pelaksana berkomitmen pada tujuan program; (5) kelompok kepentingan

dan penguasa (ekskutif dan legislatif) mendukung; dan (6) tidak ada

perubahan yang merusak dalam kondisi kerangka sosial-ekonomi”.”

Jadi, intinya bahwa teori implementasi atas-bawah cenderung lebih
mengedepankan faktor pembuat kebijakan/penguasa dalam menentukan efektifitas
implementasi kebijakan. Teoris atas-bawah memahami implementasi sebagai
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Implementasi adalah proses apolitis dan
administrtatif. Kekuasaan akhirnya terletak pada para pengambil keputusan pusat,
yang menentukan tujuan kebijakan yang jelas dan secara hirarkis memandu proses
pelaksanaan tujuan-tujuan ini. Teori atas-bawah berakar pada konsepsi demokrasi
perwakilan tradisional elitis. Dalam pandangan ini, wakil-wakil terpilih adalah
satu-satunya aktor dalam masyarakat yang dianggap syah untuk mengambil
keputusan kolektif yang mengikat atas nama seluruh rakyat, dan setiap
penimpangan dari tujuan kebijakan yang ditetapkan pusat dipandang sebagai
pelanggaran standar demokrasi. Hal ini mendorong kemungkinan yang lebih

besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (bawahan)

" Ibid., 131.
80 Ibid., 131-135.
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bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan
tujuan-tujuan kebijakan.®!

Kedua teori bawah-atas dipopulerkan oleh Lipsky (1971, 1980), Elmore
(1980), Hjern dan Porter (1981), Hjern (1982), dan Hjern dan Hull (1982). Model
teori bawah-atas melihat birokrat lokal sebaga aktor utama dalam penyampaian
kebijakan dan memahami implementasi sebagai proses negosiasi dalam jaringan
pelaksana. Teori bawah-atas muncul sebagai respon teori atas-bawah. Penggasa
teori ini menolak gagasan bahwa kebijakan ditentukan di tingkat pusat dan
pelaksana harus tetap berpegang pada tahap penyampaian kebijakan muncul
sebagai faktor yang menguntungkan karena birokrat lokal dipandang lebih dekat
dengan masalah nyata dari pada pembuat kebijakan pusat.®?

Perhatian Elmore adalah pertanyaan tentang bagaimana mempelajari
implementasi. Alih-alih mengasumsikan bahwa para pembuat kebijakan secara
efektif mengontrol implementasi, konsep pemetaan mundur menyarankan bahwa
analisis harus mulai dengan masalah kebijakan tertentu dan kemudian memeriksa
tindakan agen-agen lokal untuk memecahkan masalah ini. Menurut Sabatier
pendekatan ini menawarkan alat yang berguna untuk menggambarkan struktur
implementasi berlangsungnya — pelaksanaan  kebijakan. Menurut teoris bawah-
atas mustahil merumuskan undang-undang dengan tujuan kebijakan yang tegas

dan mengendalikan proses implementasi dari atas ke bawah. Sebaliknya, model

81 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus ..., 162.

82 Helga Pulzl dan Oliver Treib, Implementasi Kebijakan Publik dalam Frank Fischer, Gerald J.
Miller dan Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode...,
129-132.
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ini menunjukkan bahwa pelaksana selalu mempunyai banyak keleluasaan. Mereka
berpendapat bahwa proses implementasi adalah jelas politis. Oleh karena itu,
kebijakan tidak banyak ditentukan oleh undang-undang yang berasal dari
pemerintah pusat, tetapi oleh keputusan politik sebagian besar aktor otonom yang
terlibat langsung dalam penyampaian kebijakan. Teori bawah-atas berakar pada
konsep demokrasi yang sesungguhnya. Teori ini menekankan bahwa birokrat
lokal, kelompok sasaran yang terkena dampak dan aktor swasta mempunyai suara
yang sah untuk diperhitungkan juga. Menyimpang dari tujuan kebijakan yang
ditetapkan pemerintah pusat tidak berarti menentang prinsip-prinsip demokrasi.
Pemerintahan demokratis yang sah hanya mungkin dalam model demokrasi
partisipatoris yang mencakup oranng-orang yang terkena dampak keputusan
tertentu.®

Ketiga teori hibrida dipopulerkan oleh Majone dan Wildavsky (1978),
Scharpf (1978), Mayntz (1977), Windhooff-Heritier (1980), Ripley dan Franklin
(1982), Elmore (1985), Sabatier (1986a), Goggin et al. (1990), dan Winter
(1990).34 Teori ini merupakan hasil sintesa dari teori atas-bawah dan teori bawah-
atas. Elmore menawarkan konsep “pemetaan mundur” dengan ide “pemetaan

2

maju”. la berargumen bahwa keberhasilan program bergantung pada kedua
elemen, karena keduanya saling terkait. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan

harus mulai dengan mempertimbangkan instrumen kebijakan dan sumber daya

yang tersedia untuk perubahan kebijakan (pemetaan maju). Selain itu, mereka

8 Ibid., 132-135.
8 Ibid., 129.
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hasu mengetahui struktur insentif pelaksana dan kelompok sasaran (pemetaan
mundur).

Menurut Wildavsky dan Majone, bahwa implmentasi adalah evolusi
proses di mana program terus menerus dibenuk dan didefinisikan ulang. Konsepsi,
dengan demikian, mulai dari input kebijakan yang ditentukan oleh pembuat
kebijakan pusat. Pada saat yang sama, ada gagasan bahwa masukan terebut
hampir pasti akan terus berubah dalam praktik pelaksanaannya. Dengan demikian,
proses pembelajaran terus-menerus menjadi jantung pendekatan/teori ini.
Sementara itu, menurut Goggin, konsepsi tentang proses implementasi mengakui
kenyataan bahwa pelaksana adalah aktor-aktor politik yang mandiri dan bahwa
hasil upaya ini mensyaratkan proses negosiasi yang rumit antara pelaksana dan
pemerintah pusat. Scharpf memperkenalkan konsep jaringan kebijakan pada
penelitian implementasi, ia menyarankan untuk memberikan bobot lebih pada
proses koordinasi dan kolaborasi di antara aktor-aktor yang terpisah tetapi saling
tergantung.®

Sedangkan Ripley dan Franklin membedakan antara kebijakan distributif,
regulatif, dan redistributif, dengan alasan bahwa masing-masing jenis kebijakan
ini melibatkan kelompok aktor utama yang berbeda serta jenis dan tingkat konflik
yang berbeda dalam implementasi, dan Herietir membedakan antara kebijakan
distributif dan redistributif. Perbedaan ini meliputi kebijakan regulasi, yang dapat

dimasukkan ke dalam salah satu dari dua kategori tergantung pada apakah

8 Ibid., 136-137.
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program regulasi melibatkan pihak yang menang dan pihak yang kalah yang dapat
diketahui dengan jelas atau tidak.%
Terkait dengan keberadaan teori hibrida ini, Pulzl dan Treib mengatakan
bahwa:
“teori hibrida melahirkan dua inovasi dua inovasi penting pada teori
implementasi. Pertama, mereka mencoba untuk mengatasi kelemahan
konseptual perbedaan dua kutub antara sarjana bawah-atas dan atas-
bawah. Mengesampingkan aspek normatif dari kontroversi, mereka
sebaliknya fokus pada argumen empiris tentang konseptualisasi yang
tepat mengenai proses implementasi dan secara pragmatis meramu
argumen-argumen ekstrim dari kedua belah pihak menjadi model yang

mengakui kemudi pusat dan otonomi daerah. Kedua, beberapa teoris

hibrida mengacu pada faktor-faktor penting yang sampai sekarang

kurang mendap perhatian”.%’

Namun demikian, menurut Parson, sesungguhnya bahwa beberapa
perbedaannya (atas-bawah dan bawah-atas) sangat mendasar sehingga sintesis
komprehensif kedua pendekatan ini adalah seperti mencoba untuk
menggabungkan “paradigma yang berjalan pada rel masing-masing”.

c. Teori Evaluasi Kebijakan

Sebagai sebuah keputusan yang harus dilaksanakan serta diharapkan
adanya hasil, maka sebuah kebijakan, setelah dirumuskan dan bahkan dalam
waktu pelaksanaan, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Melainkan harus dilakukan
sebuah evaluasi. Evaluasi di sini yang dimaksudkan adalah evaluasi kebijakan.
Menurut Willain N. Dunn, secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan

penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment),

8 Ibid., 138.
87 Ibid., 138.
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kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti
satuan nilainya.®

Dalam sebuah kegiatan evaluasi kebijakan disyaratkan adanya pemberian
nilai, pengukuran terhadap hasil sebuah kebijakan. Dalam arti yang lebih spesifik
evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan. Evaluasi kebijakan bukan analisis kebijakan. Evaluasi kebijakan
berbeda dengan analisis kebijakan, meskipun terdapat beberapa bagian kegiatan
yang sama, karena evaluasi kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan
analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn, karakteristik kebijakan yang
membedakan evaluasi kebijakan dengan analisis kebijakan adalah: (1) Fokus
nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian
menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. (2)
Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun
“nilai”. Untuk menentukan sebuah kebijakan telah berhasil atau gagal setelah
dilakukan pemantauan terhadap efek sosial dari kebijakan itu sendiri. (3)
Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah
aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis
nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante). (4)
Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas

ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.®

8 Willian N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ..., 608.
% Ibid., 608-809.
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Selain itu juga, menurut Willian N. Dunn, evaluasi kebijakan memiliki
fungsi antara lain; (1) evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya
mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan
telah dapat dicapai melalui tindakan publik. (2) evaluasi memberi sumbangan
pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan
dan target. (3) evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis
kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.”

Menurut William N. Dunn, pendekatan dalam evaluasi kebijakan antara
lain; evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis. Pertama,
evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan
metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang
manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau
masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi pendekatan semu
adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat
terbukti sendiri (sel sevident) atau tidak kontroversial. Kedua, evaluasi formal
(Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai
hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program
kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan

administrator program. Asumsi utama dari pendekatan evaluasi formal adalah

% Ibid., 610-611.
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bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang
tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.®!

Ketiga, evaluasi keputusan teoretis (Decission-Theoretic Evaluation)
adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk
menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai
hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku
kebijakan. Asumsi dari pendekatan evaluasi teoretis keputusan adalah bahwa
tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan, baik yang dinyatakan secara formal
maupun secara tersembunyi, merupakan ukuran yang laiak terhadap manfaat atau
nilai kebijakan dan program.

Selanjutnya, menurut Riant Nugroho, evaluasi kebijakan publik
mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi
implementasi kebijakan, dan evluasi lingkungan kebijakan. Ketiga komponen
tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak.®?
Berikut akan kami jelaskan lebih lanjut tentang ketiga bentuk / tehnik evaluasi
kebijakan publik.

(1) Evaluasi Formulasi Kebijakan. Fokus dari evaluasi formulasi kebijakan
meliputi: (a) menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak
diselesaikan; (b) mengarah pada permasalahan inti; (¢) mengikuti prosedur yang

diterima secara bersama; (d) dan mendayagunakan sumber daya yang ada secara

1 Ibid., 613-623.
2 HAR. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan..., 232.
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optimal.”* Kemudian, dalam melaksanakan evaluasi kebijakan publik, perlu
memperhatikan beberapa isu yaitu isu teknik/proses evaluasi kebijakan, isu
muatan, dan isu bentuk kebijakan.**

(2) Evaluasi Implementasi Kebijakan. Menurut Sofan Efendi, dalam H.A.R.
Tilaar dan Rian Nugroho, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik
adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang
digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu; (a) bagaimana kinerja
implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkaitan dengan kinerja
implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu;
(b) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan
dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan
lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari
implementasi  kebijakan; (c¢) bagaimana strategi meningkatkan kinerja
implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan “tugas” dari
pengevaluasi untuk memilih variabel-varabel yang dapat diubah, atau actionable
variabel-variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah
tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi. Keberhasilan evaluasi
kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi evaluator.”

(3) Evaluasi Lingkungan Kebijakan. Pada awalnya dipahami bahwa
lingkungan tidak mungkin menjadi bagian dalam evaluasi kebijakan karena

lingkungan bukan merupakan bagian yang dapat dikendalikan oleh pembuat

% Ibid., 232-233.
% 1bid., 233-235.
% Ibid., 236-237.
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maupun pelaksana kebijakan. Namun pada tahap berikutnya, telah banyak bukti
bahwa efektifitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh dukungan
lingkungannya, oleh karena itu, kajian tentang lingkungan dalam konteks
kebijakan menjadi bagian penting pula untuk dilaksanakan oleh pembuat
kebijakan. Evaluasi lingkungan kebijakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
(a) evaluasi lingkungan formulasi kebijakan. Evaluasi ini menghasilkan sebuah
deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa membuat kebijakan
seperti itu. (b) evaluasi lingkungan implementasi kebijakan. Evaluasi ini
berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat kebijakan
gagal atau berhasil diimplementasikan.”®

Penjelasan di atas tentang teori kebijakan yang meliputi teori perumusan,
teori implementasi, dan teori evaluasi, merupakan penjelasan tentang proses
kebijakan. Sedangkan menurut Lasswell, model proses kebijakan yang terdiri dari
tujuh tahap: kecerdasan, promosi, rumusan, seruan, penerapan, penghentian, dan
penilaian.”’” Meskipun urutan tahap ini telah ditentang (khususnya penghentian
mendahului penilaian), model itu sendiri telah sangat berhasil sebagai kerangka
dasar bidang studi kebijakan dan menjadi titik awal dari berbagai tipologi proses
kebijakan.”®

Terlepas dari keterbatasannya, siklus kebijakan telah berkembang

menjadi kerangka yang paling banyak digunakan untuk mengolah dan

% Ibid., 238-239.

7 Werner Jann dan Kai Wegrich, “Teori Siklus Kebijakan” dalam Frank Fischer, Gerald J. Miller
dan Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan: Teori, Politik da Metode. Penerj. Imam
Baihaqgie (Bandung: Nusa Media, 2015), 61.

% Tbid.
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mensistematiskan penelitian tentang kebijakan publik. Siklus kebijakan
memfokuskan pada fitur generik proses kebijakan, bukan pada aktor atau lembaga
tertentu atau masalah substansial tertentu dan program masing-masing. Dengan
demikian, siklus kebijakan menyoroti pentingnya domain kebijakan sebagai kunci
analisis. Sebagaimana teori kebijakan yang lain, teori siklus kebijakan juga
memiliki rumusan proses kebijakan meliputi: (1) penetapan agenda (meliputi:
pengenalan masalah, dan pemilihan isu), (2) perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan, (3) implementasi, dan (4) evaluasi dan penghentian.”
Menurut teori ini, pengenalan masalah terdiri dari dua langkah, yaitu:
pertama pengenalan masalah itu sendiri mensyaratkan bahwa masalah sosial telah
didefinisikan dan perlunya intervensi negara telah dinyatakan. Kedua masalah
yang diidentifikasi benar-benar dimasukkan dalam agenda untuk pertimbangan
serius aksi publik (penyusunan agenda). Agenda, dalam konteks ini, tidak lebih
dari daftar subyek atau masalah di mana para pejabat pemerintah, dan orang-orang
di luar pemerintah yang terkait erat dengan para pejabat tersebut, memberi
perhatian serius pada waktu tertentu. Pengenalan masalah dan penetapan agenda
secara inheren adalah proses politik di mana perhatian politik diarahkan pada
bagian dari semua masalah kebijakan yang mungkin relevan. Penetapan agenda

menghasilkan pilihan di antara berbagai masalah dan isu. Proses penyusunan

% 1bid., 64-80.
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masalah kebijakan mengenai potensi strategi dan instrumen inilah yang
membentuk perkembangan kebijakan pada tahap siklus kebijakan berikutnya.'®

Menurut teori siklus kebijakan, perumusan kebijakan dan penetapan
keputusan merupakan dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Selama tahap
siklus kebijakan, masalah, usulan, dan tuntutan yang diungkapkan diubah menjadi
program pemerintah. Perumusan dan adopsi kebijakan meliputi penetapan tujuan
— apa yang harus dicapai dengan kebijakan — dan pertimbangan alternatif tindakan
yang berbeda. Banyak studi kebijakan dengan meyakinkan berpendapat bahwa
proses dalam tahap awal pengambilan keputusan sangat mempengaruhi hasil akhir
dan sangat sering membentuk sebagian besar kebijakan dibanding proses akhir di
arena parlemen. Aspek penting lain dari perumusan kebijakan adalah peran saran
kebijakan (ilmiah). Secara empiris, saran kebijakan diakui sebagai proses
pencerahan yang menyebar, di mana politisi dan birokrat tidak dipengaruhi oleh
studi atau laporan tunggal.'%!

Selanjutnya, implementasi kebijakan menurut teori siklus secara ideal
mencakup unsur-unsur inti: (a) Spesifikasi rincian program (yaitu, bagaimana dan
oleh lembaga/organisasi mana harus dilaksanakan? Bagaimana seharusnya
hukum/program ditafsirkan?); (b) Alokasi sumber daya (yaitu, bagaimana

anggaran didistribusikan? Siapa yang akan menjalankan program? Unit organisasi

100 Ibid., 65.
101 Tbid., 68-71.
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mana yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya?); (c¢) Keputusan
(yaitu, bagaimana keputusan satu kasus dilakukan?).!%

Konsep evaluasi dalam teori ini menyatakan bahwa selama tahap
evaluasi dari siklus kebijakan, hasil-hasil kebijakan yang dimaksudkan ini beralih
menjadi pusat perhatian. Pembuatan kebijakan harus dinilai menurut tujuan dan
dampak yang diinginkan membentuk titik awal evaluasi kebijakan. Namun,
evaluasi tidak hanya terkait dengan tahap akhir dalam siklus kebijakan yang
berakhir dengan penghentian kebijakan atau mendesain ulang berdasarkan
persepsi masalah dan penyusunan agenda yang berubah. Studi evaluasi tidak
terbatas pada tahap tertentu dalam siklus kebijakan, melainkan, perspektif
diterapkan untuk seluruh proses pembuatan kebijakan dan dari perspektif yang
berbeda dari segi waktu (ex ante, ex post). Evaluasi juga dapat menyebabkan
penghentian kebijakan. Konsep reformasi dan instrumen manajemen seperti
Sunset Legislation and Zero-Based-Budgeting (ZBB) telah diusulkan sebagai alat
kunci yang mendorong penghentian kebijakan sebelumnya agar prioritas politik
baru dapat terwujud. Ide utama penghentian kebijakan adalah masalah kebijakan
telah dipecahkan atau langkah-langkah kebijakan yang dianut telah diakui tidak

efektif dalam menangani tujuan kebijakan.!%?

102 Ibid., 74.
103 Ibid., 77-79.
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C. Pendidikan Islam
1. Pengertian Pendidikan Islam

Tentang pengertian pendidikan Islam dapat diawali dengan penjelasan
mengenai beberapa istilah yang mempunyai arti dan makna pendidikan menurut
ahli pendidikan muslim, antara lain: a/-tarbiyah, al-ta’dib dan al-ta’fim'** dan al-
tazkiyal’. Di kalangan Arab dan juga Indonesia dari beberapa istilah tersebut
yang populer adalah farbiyah, kemudian fa’/im dan jarang yang menggunakan
istilah £a’dit', begitu pula istilah fazkiyah Artinya untuk mendapatkan
pengertian pendidikan menurut ahli pendidikan muslim harus mengacu pada
ketiga istilah tersebut, karena istilah-istilah tersebut yang dipergunakan oleh al-
Qur’an untuk menunjukkan proses pendidikan. Ketiga istilah tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Al-Tarbiyah (ig)).

Istilah ini berasal dari kata rabb. Walaupun kata ini memiliki banyak arti,
akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang,
memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian dan eksistensinya.!'?’

Selanjutnya bahwa a/l-farbiyah berasal dari tiga macam kata yakni

ofo-

pertama raba-yarbu ( 53z — G)) yang berarti bertambah tumbuh, dan berkembang

104 Ramayulis & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran
Para Tokohnya (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 84. Lihat juga Imam Bawani, Tradisionalisme
dalam Pendidikan Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 60.

105 Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan al-Qur’an Tentang Pendidikan
(Yogyakarta: Teras, 2008), 38.

19 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 60.

107 Ramayulis & Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam ..., 84.
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(QS.: Al-Hajj: 39,. al-Baqarah: 276, al-Rum: 39), (. Kedua rabiya-yarba ( — ()

43) yang berarti menjadi besar.!®®
Istilah tarbiyah dianggap sebagai istilah yang menjadi rujukan bagi

isitilah pendidikan karena di dalamnya terkandung makna yang muradif dengan
makna yang dimiliki oleh pendidikan secara umum.

Dalam konteks yang luas term a/-farbiyah terdiri atas empat unsur
pendekatan, yaitu:
1. Memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh)
2. Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan.
3. Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan.

4. Melaksanakan pendidikan secara bertahap.'%

b Al-Talim (wda).

Menurut Rashid Rida, a/-ta’/im berarti sebagai proses transmisi berbagai
ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan
tertentu''°. Istilah ini merupakan kata yang lebih bersifat universal dibanding

dengan al-tarbiyah maupun a/-ta’dib. Argumentasi ini didasarkan ayat:

108 Ibid., 84. Lihat juga Abd al-Rahman Abd al-Rahman al-Naqib (ed), Kaifa Nu’allim Awladana
al-Islam bi Tarigah Sahihah, (Kairo: Dar al-Salam, 2005), 7-8. Lihat juga Miqdad Yalijin, Manha/
Usii/ al-Tarbiyah al-1slamiyah al-Mutawwar (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 2007), 17-18.

19 Ramayulis & Samsul Nizar, Filasafat Pendidikan Islam..., 85.

10 1bid., 85
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(151 : 558 42085 \yjfvé e < ’i’ij

"Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu)
Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan

kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa

yang belum kamu ketahui".!!!

Jadi di dalam a/-ta’/im terkandung makna pemberian ilmu dan
pengetahuan sehingga dapat mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu.
c. Al-Ta'dib («s3W))

Istilah a/-fa’dib menurut al-Attas merupakan istilah yang paling tepat

untuk menunjukkan pendidikan Islam. Konsep ini didasarkan pada hadith Nabi :

“Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku”. (HR. Al-
Askary dari Alir.a).

Kata addaba dalam hadith tersebut dimaknai oleh al-Attas sebagai
“mendidik”. selanjutnya ia mengemukakan, bahwa hadith tersebut dimaknai
kepada “ Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui dengan adab yang
dilakukan secara berangsung-angsur ditanamkan-Nya ke dalam diriku, tempat-
tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga hal itu

membimbingku ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-Nya yang tepat di

I Departemen Agama R.1., Al Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 38.
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dalam tatanan wujud dan kepribadian, serta Ia telah membuat pendidikanku yang
paling baik.''?

Argumentasi yang lain diungkapkan oleh al-Attas adalah karena a/-
tarbiyah memiliki implikasi terlalu luas untuk mengungkap hakikat dan
operasionalisasi pendidikan Islam. Dengan demikian, istilah a/-fa’dib merupakan
term yang paling tepat dalam khazanah bahasa Arab karena mengandung arti
ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan pengasuhan yang baik,
sehingga al-tarbiyah dan al-ta’lim sudah tercakup dalam term a/~ta’dib.'"3

Dari ketiga istilah tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa mengacu
pada ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadith, maka diketahui bahwa istilah pendidikan
merupakan penerjemahan pengertian dari a/-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib.
Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang beragam namun dapat menunjukkan
adanya makna dan pengertian tentang pendidikan jika dikaitkan dengan proses
pengetahuan yang diperoleh oleh manusia sebagai karunia dari Allah.

Selain dari pengertian yang diperoleh dari akar kata masing-masing
istilah di atas, maka terdapat banyak pengertian tentang pendidikan Islam yang
dikemukakan oleh para ahli pendidikan Islam, antara lain: Pertama, Omar
Muhammad al-Touny Al-Shaibany; mengemukakan bahwa pendidikan Islam

adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan

112 Ramayulis & Samsul Nizar, Filasafat Pendidikan Islam..., 86-87.
113 Tbid., 87.Vide H. Maksum, Madrasah: Sejarah & Perkembangannya (Ciputat: Logos Wacana
Ilmu, 1999), 19.
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pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya.''* Al-Shaibany menekankan pengertian
pendidikan Islam pada proses perubahan tingkah laku individu. Kedua,
Muhammad Fadil al-Jamaly mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya
mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis
dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia.''®

Al-Jamaliy memberikan definisi pendidikan Islam dengan menekankan
pada pengembangan potensi peserta didik dalam konteks spiritulitas atau makna
kehidupan. Ketiga, menurut Ibn Manzur, pendidikan Islam (a/-tarbiyal) adalah
proses penyampaian atau pendampingan (asistensi) terhadap anak yang diampu
sehingga dapat mengantarkan masa kanak-kanak tersebut ke arah yang lebih baik,
baik anak tersebut anak sendiri maupun anak orang lain.''°

Sedangkan dalam pengertian ini, Ibn Manzur melihat pendidikan Islam
merupakan sebuah proses yang terkait dengan masa kehidupan individu ke arah
yang lebih baik menurut nilai-nilai yang diyakini. Keempat, menurut Zuhairini,
pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek
kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup.!!” Dalam pengertian ini
menunjukkan bahwa pendidikan merupakan usaha dan upaya setiap manusia
untuk mempersiapkan dirinya maupun diri orang lain agar dapat hidup dengan
baik. Kelima, pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan Islam memiliki tiga

bentuk pengertian, yaitu: (1) Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami

14 Tbid., 88. Vide H. Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
15.

115 Ibid., 88.

116 Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi..., 38-39.

17 Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 149.
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yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai
fundamental yang terkandung dalam sumber ajarannya, yaitu al-Qur’an dan al-
Sunnah.!'!®

Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud
pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan dirinya atau dibangun dan
dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut, (2) Pendidikan ke-Islam-an
atau pendidikan Agama Islam yakni upaya membidikkan agama Islam atau ajaran
Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup).
Dalam pengertian ini yang menjadi titik tekan adalah penanaman ajaran Islam
terhadap individu untuk dijadikan dasar dan landasan di dalam menjalani
kehidupan, (3) Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan
pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, dalam
arti proses bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama,
ajaran maupun sistem budaya dan dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad
SAW sampai sekarang.!!® Pengertian ketiga ini menggambarkan pendidikan Islam
sebagai upaya untuk mewariskan ajaran, budaya dan peradaban Islam dari
generasi ke generasi.

Dari sekian banyak pengertian pendidikan Islam sebagaimana disebutkan
di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam

adalah segala upaya dan usaha yang didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadith

!18 Bashori Muchsin & Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer (Bandung: Refika Aditama,
2009 ), 9. Vide Bashori Muchsin, Moh. Sulthon & Abdul Wahid, Pendidikan Islam Humanistik
(Bandung: Refika Aditama, 2010), 6-7.

119 Tbid., 10.
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sebagai sumber pokok Islam dalam rangka memelihara dan mengembangkan
segala potensi yang dimiliki manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan
demikian maka pendidikan Islam merupakan proses pendidikan yang berusaha
untuk menata manusia baik secara fisik maupun psikis, baik secara jasmani
maupun ruhani dalam kepentingan dunia dan akhirat. Sehingga manusia akan
memperoleh kebahagiaan lahir dan batin serta kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
2. Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

Sebelum membahas tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia,
penting untuk dibahas tentang lembaga pendidikan Islam di masa permulaan,
masa kejayaan hingga kemunduran, dan pembaharuan Islam untuk memperoleh
pemahaman yang lengkap tentang (sejarah) lembaga pendidikan Islam dari masa
klasik hingga modern. Menurut Syalabi, sebelum penyebaran madrasah,
pendidikan Islam dilaksanakan di Kuttab, Halagah, Rumah Ulama’, dan Masjid.
Kuttab terbagi dalam dua jenis, yaitu pertama kuttab yang mengajarkan menulis
dan membaca, dan kedua adalah kuttab yang mengajarkan al-qur’an dan dasar-
dasar Islam.'”® Halagah merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam di mana
seorang shaikh yang sambil duduk di sebuah kursi, memimpin sebuah pertemuan
dan menerima murid-murid yang duduk di lantar setengah melingkar di
sekitarnya. Murid-murid itu mendengarkan baik apa yang dibaca dari tulisan-

tulisannya maupun komentar-komentarnya terhadap catatan-catatan orang lain.'?!

120 Ahmad Syalabi, a/-Tarbiyah wa al-Ta’lim (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1987), 46-
61.

121 Charles Michael Stanton, Higher Learning In Islam: The Classical Period, A.D. 700-1.300
Penerj. H. Afandi dan Hasan Asari (Jakarta: Logos Publishing House, 1994), 156.
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Lembaga pendidikan Islam berikutnya adalah masjid. Tempat ini bagi umat Islam
memiliki peranan penting dalam transmisi ilmu pengetahuan dan telah sejak
zaman Nabi SAW. Masjid memiliki fungsi sebagai tempat besosialisasi, tempat
ibadah, pengadilan, dan lembaga pendidikan. Di masa klasik dan kejayaan Islam
dapat ditemukan beberapa masjid yang menjalankan fungsi pendidikan antara
lain; masjid al-Azhar di Kairo, Masjid al-Manshur di Baghdad, dan masjid al-
Umayyah di Damaskus.'?? Tidak hanya al-Qur’an dan al-Hadth yang diajarkan di
masjid, tetapi juga ilmu kalam, ilmu bahasa, sastra, ‘arud, dan kedokteran.'??

Lembaga pendidikan Islam yang lain adalah toko buku, perpustakaan,
observatorium, rumah sakit, dan klinik. Tempat-tempat ini, menurut Stanton
merupakan lembaga informal pendidikan tinggi.'>* Di lembaga pendidikan ini
pendidikan umat Islam disebarluaskan tanpa batas, tidak hanya menyangkut ilmu
agama, melalinkan juga hingga filsafat dan ilmu alam lainnya.

Lembaga pendidikan berikutnya adalah madrasah. Lembaga ini menjadi
pilihan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dalam Islam merupakan peralihan
dari masjid. Menurut Syalabi, ketika muncul pemikiran di kalangan ulama ketika
pelaksanaan pendidikan di masjid semakin berkembang, dalam arti peserta
halagah-halagah di masjid semakin bertambah, dan munculnya interaksi guru dan
murid dalam pembelajaran, menyulitkan terlaksananya kegiatan ibadah dan

pendidikan sekaligus di sebuah masjid, dan dapat dikatakan bahwa proses

122 Hanusn Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), 56-64.

123 Ahmad Syalabi, al-Tarbiyah wa al-Ta’fim ..., 114-115.

124 Charles Michael Stanton, Higher Learning In Islam: The Classical Period, A.D. 700-1.300..,
161-184.
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pendidikan dapat mengganggu jalannya ibadah di dalam masjid.'*> Menurut
Stanton, perbedaan antara masjid dan madrasah dalam pelaksanaan pendidikan
adalah terletak pada prioritas utama penggunaan dana wakaf, sebagaimana diatur
oleh hukum wakaf. Dalam kasus madrasah, shaikh dinggap lebih penting. Jadi,
madrasah memperhatikan tenaga pengajar lebih dahulu, baru kemudian posisi-
posisi laian sesuai dengan ketersediaan dana.'?® Perbedaan yang lain adalah bahwa
madrasah dibangung dan dilengkapi dengan tempat tinggal bagi murid yang
menetap, serta kebutuhan sehari-hari murid seperti dapur dan tempat ibadah'?’
serta perpustakaan.'”® Pada masa kejayaan Islam, menurut Syalabi terdapat
beberapa madrasah antara lain; madrasah Nizam al- Muluk!?®, Madrasah

131 'Madrasah-madrasah pribadi'*?, dan

Nuruddin Zanky!'*°, Madrasah Ayyubiyyun
madrasah kedokteran'*>.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam, dalam sejarah pertumbuhan

dan perkembangannya, berlangsung dari pengajaran yang sederhana seiring

125 Ahmad Syalabi, a/-Tarbiyah wa al-Ta’lim ..., 116.

126 Charles Michael Stanton, Higher Learning In Islam: The Classical Period, A.D. 700-1.300..,
46-47.

127 Ahmad Syalabi, a/-Tarbiyah wa al-Ta’fim ..., 117.

128 Charles Michael Stanton, Higher Learning In Islam: The Classical Period, A.D. 700-1.300..,
49.

129 Madrasah Nizam al-Muluk tersebar di beberapa daerah antara lain: Bagdad, Balakh,
Nayshabur, Hirrat, Asfahan, Basrah, Marwa, Amal, dan Musol. Ahmad Syalabi, a/-7arbiyah wa
al-1a’lim ..., 121

130 Madrasah Nuruddin Zanki tersebar di Damskus dan Suriyah. Ahmad Syalabi, a/- 7arbiyah wa
al-7a’tim ..., 122-123.

131 Madrasah Ayyubiyyun tersebar di Mesir, Damaskus, dan Palestina. Ahmad Syalabi, a/-
Tarbiyah wa al-Ta’lim ..., 124-126.

132 Madrasah pribadi merupakan madrasah yang didirikan oleh seseorang bukan atas nama
pemerintah tertentu. Seperti di Mesir madrasah lbn al-Asrugi didirikan oleh Abdullah bin al-
Asrugi seorang pedagang, dan di Damaskus madrasah al-Asruniyyah didirikan oleh Sharf al-Din
bin Asrun seorang qodli. Ahmad Syalabi, a/-7arbiyah wa al-T7a’lim ..., 126.

133 Ahmad Syalabi, a/-Tarbiyah wa al-Ta’lim ..., 126.
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dengan perkembangan Islam di masa itu. Kesederhanaan pendidikan Islam itu
terlihat dalam pelaksanaan pengajaran dengan sistem halagah yang dilakukan di
tempat-tempat ibadah, semacam masjid, mushalla, bahkan juga di rumah-rumah
ulama.'** Dalam perkembangannya dan interaksi Islam dengan budaya lokal yang
sudah dimiliki oleh masyarakat pra-Islam, maka terjadilah adopsi maupun transfer
lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan
Islam. Menurut Hanun Asrohah, di Jawa Islam mentransfer lembaga keagamaan
Hindu-Budha menjadi pesantren, umat Islam di Minangkabau mengambil alih
surau sebagai peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan
Islam, dan demikian pula masyarakat Aceh dengan mentransfer lembaga
masyarakat meunasah sebagai lembaga pendidikan Islam.!*

Sebagaimana dikatakan bahwa Madrasah Diniyah, jika diartikan secara
sederhana, adalah pendidikan khusus agama Islam, maka ketika menilik sejarah
Madrasah Diniyah akan lebih kompleks dari pada madrasah yang diartikan
sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya menyajikan pembelajaran agama
Islam melainkan juga memberikan pengetahuan umum. Hal ini karena, pendidikan
diniyah, atau kalau mau disebut demikian, masjid dan langgar, pesantren, surau,
meunasah, rangkang, dayah'*®, yang relevan dengan pengertian madrasah diniyah
adalah sebelum mengalami perubahan atau pembaharuan. Karena setelah adanya

perubahan dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, pesantren dan

134 Mansur dan Mahfud Junaidi, Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Departemen
Agama RI, 2005), 46.

135 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), 144.

136 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2009), 20-28.
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Madrasah Diniyah tersebut mengalami metamorfosis dan berubah menjadi
madrasah yang tidak khusus mengajarkan ilmu agama Islam, melainkan
pengajaran ilmu umum juga diberikan kepada semua santri sesuai dengan
jenjangnya.'’

Menurut Steenbrink'*®, pendidikan Islam hingga awal abad ke-20
berlangsung dalam beberapa tingkatan; pertama pengajian al-Qur’an. Pendidikan
ini dianggap sebagai pendidikan yang paling sederhana, seluruhnya berpusat pada
pengajian al-Qur’an dan disebut sebagai pengajian al-Qur’an. Inti dari pendidikan
ini adalah belajar membaca beberapa bagian dari al-Qur’an khususnya yang
dibutuhkan dalam melaksanakan shalat, seperti surat al-Fatithah dan surat-surat
pendek pada juz ke 30 dengan cara menghafal. Di samping itu, juga diberikan
pengajaran tentang shalat, wudlu dan beberapa do’a. Pengajian ini dilaksanakan
secara individual di langgar, surau, dan di rumah murid tertentu yang orang
tuanya memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat. Tanda selesai dari

proses pendidikan ini adalah ketika seorang murid telah mampu mengkhatamkan

137 Menurut Karel A. Steenbrink, perubahan Islam di Indonesia terjadi di awal abad 20 dengan
faktor pendorong yang penting, antara lain: (1) semenjak tahun 1900 di beberapa tempat muncul
keinginan untuk kembali kepada Qur’an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai
kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada, (2) perlawanan nasional terhadap penguasan Kolonial
Belanda, (3) usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang
sosial ekonomi, baik demi kepentingan mereka sendiri, maupun untuk kepentingan rakyat banyak,
dan (4) terjadinya pembaharuan pendidikan Islam, dikarenakan cukup banyak orang yang merasa
tidak puas dengan metode tradisonal dalam mempelajari Qur’an dan Studi Agama. Karel A.
Steenbrink, Pesantren, Madarasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta:
LP3ES, 1994), 26-28.

138 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madarasah, Sekolah ..., 10-20.
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bacaan al-Qur’an.'* Sedangkan Maksum mangatakan bahwa sebelum abad 20,
tradisi pendidikan Islam di Indonesia agaknya tidak mengenal istilah madrasah,
kecuali pengajaran al-Qur’an, masjid, pesantren, surau, langgar, dan tajug.'*’ Dari
kedua pendapat ini dapat dipahami bahwa baru pada awal abad 20, Indonesia baru
mengenal sistem pendidikan modern madrasah sebagaimana sistem tersebut telah
ada di Timur Tengah.

Kedua pengajian kitab. Pendidikan ini disebut sebagai pendidikan
lanjutan. Perbedaan yang mencolok dari pola pendidikan ini dengan pendidikan
tingkat pertama (pengajian al-Qur’an) adalah: (a) Para murid pengajian kitab ini
pada umumnya masuk asrama dalam lingkungan lembaga pendidikan agama
Islam yang disebut pesantren. (b) Mata pelajaran yang diberikan meliputi mata
pelajaran yang lebih banyak dari pada pengajian al-Qur’an. Fase pertama
pendidikannya pada umumnya dimulai dengan pendidikan bahasa. (¢) Pendidikan
tidak hanya diberikan secara individual, tetapi juga secara berkelompok. Dalam
pengajian kitab di tingkat pertama, para santri mempelajari bahasa Arab dengan
cara menghafal teks dalam bentuk sajak, syi’ir, atau 7nazam, kemudian
mendapatkan penjelasan dari sang kiyai atau ustadz yang mengajarnya. Belajar
bahasa Arab ini kemudian lebih akrab dikenal dengan istilah ilmu nahwu. Setelah
menyelesaikan pembelajaran ilmu nahwu dan dianggap menguasai bahasa Arab

dengan baik, kemudian santri dapat melanjutkan pembelajarannya dari sang kiyai

139 Bila seorang murid sudah menamatkan pelajarannya, dalam arti sudah dapat membaca Qur’an
sampai tamat, maka diadakan selamatan, khataman namanya. I. Djumhur dan H. Danasuparta,
Sejarah Pendidikan (Bandung: CV. Ilmu, tt), 112.

140 Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 97.
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dengan mengikuti kajian kitab tertentu dan dimulai dengan fiqih, tauhid atau
ushuluddin, dan tafsir al-Qur’an. Setelah santri menyelesaikan kajian pokok
tersebut baru dapat melanjutkan pada kajian yang lain seperti tasawuf, hadith,
hisab atau falak, yang semua itu bergantung pada keahlian yang dimiliki oleh sang
kiyai.!¥!

Berikut ini disajikan tabel lembaga pendidikan Islam yang berdiri di awal

abad ke-20.
Tabel 2.3
Pendirian Lembaga Pendidikan Islam (LPI) di Awal Abad ke-20'*
No Tahun Nama LPI Daerah Pendiri
1 2 3 4 5

1 1899 Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jatim KH. Hasyim Asy’ari

2 1905 Madrasah Mambaul ‘Ulum Surakarta Hadipati
Sosrodiningrat dan
R. Panghulu Tafsirul
Anam

3 1905 Madrasah Jami’at Khair Jakarta Jam’iyah al-
Khairiyah

4 1907 Madrasah Adabiyah Sumatera Barat | Abdullah Ahmad

5 1910 Madras School Sumatera Barat | M. Thaib Umar

6 1911 Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta KH. Munawir

7 1912 Madrasah Maslurah Tanjungpura -

Sumatera Timur

8 1912 Madrasah Islamiyah Yogyakarta Muhammadiyah

9 1913 Madrasah Al Irsyad Jakarta Jam’iayh al-Irsyad

10 | 1913 Madrasah Nurul Iman Jambi H. Abd. Somad

11 1913 Pesantren dan Madrasah Tapanuli Syekh Mustafa

Mustafawiyah Husain

12 1915 Diniyah School Padang Panjang | Zainudin Labai El
Yunusy

13 1915 Madrasah Aliyah, Sanawiyah | Kudus Jateng Syarikat Islam

Muawanatul Muslimin
14 1916 Mathlaul Anwar Banten KH. M. Yasin, dkk
15 1916 Madrasah Salafiyah Tebu Ireng- Hasyim Asyari
JATIM

141 Pengajaran yang lebih lanjut dan lebih mendalam ini diberikan di pesantren. I. Djumhur dan H.
Danasuparta, Sejarah Pendidikan (Bandung: CV. Ilmu, 1981), 112.

142 Isti’anah Abu Bakar, “Kelembagaan Madrasah di Indonesia”, Madrasah, Vol. 3 No. 1 (Juli-
Desember, 2010), 407., dan Zuhairini dkk., Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara,
1985), 192-196., Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembanngannya (Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1999), 99-111.
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16 | 1916 Pesantren Syekh Hasan Sumatera Timur | -
Maksum
17 | 1917 Madrasah PUI Majalengka -
18 1917 Madrasah Ibtidaiyah Majalengka KH. Abd. Halim
Jabar
19 | 1918 Madrasah Aziziyah Sumatera Timur
20 | 1918 Madrasah Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Dahlan
21 1918 Arabiyah School Ladang Lawas Sykeh Abbas
22 | 1918 Diniyah School Sumatera Barat | Mahmud Yunus
23 1918 Al Najah Al Falah Sei-Kalimantan | -
24 | 1918 Madrasah Kudsiyah Kudus Jateng KHR. Aswawi
25 1918 Madrasah al-Sultaniyah Sambas
Kalimantan
Barat
26 | 1919 Pondok Pesantren Tambak Jombang Jatim KH. Wahab
Beras Hasbullah
27 | 1919 Pondok Pesantren Rejoso Jombang Jatim KH. Tamin
Peterngan
28 1920 Madrasah Al Quraniyah Palembang KH. Moch. Yunus
29 1920 Madrasah Ahliah Diniyah Palembang K. Amsagus H.
Nanang Misri
30 | 1921 Sumatera Thawalib Padang Panjang | HAMKA
31 1922 Al Sultaniah Kal Bar -
32 1922 Madrasah Sa’adah al-Darain Jambi H. Achmad Syakur
33 1922 Madrasah Nurul Islam Jambi H. Abd. Majid
34 | 1923 Diniyah Putri Padang Panjang | Rahmah El
Yunusiyah
35 1918 Madrasah al-Najah wal Falah | Sei Bakan Besar | -
Mampawah
Kalimantan
36 | 1923 Madrasah Muallimin Majalengka -
Jabar
37 | 1923 Pesantren dan Madrasah Sukabumi Jabar | KH. Ahmad Sanusi
Gunung Puyuh
38 1925 Madrasah al-Khairiyah Banten Al-Jam’iyah al-
Khairiyah
39 | 1926 Pesantren Moden Gontor Ponorogo Jatim | KH. Imam Zarkasy
40 | 1928 Madrasah Tasywiqut Tullab Kudus Jateng KHA. Khaliq
41 1928 Madrasah Formal Islam Amuntai H. Abd. Rasyid
Kalimantan
Selatan
42 | 1930 Madrasah Sa’adah Adabiyah Aceh Tengku Muhammad
Daud Beureueh
43 | 1930 Madrasah Al-Muslilm Aceh Teungku
Abdurrahman
Meunasah Mancap
44 | 1930 Madrasah al-Khairat Sulawesi Syekh Al-Idrus
Tengah
45 1931 Madrasah Wejo Tarbiyah Sengkang Syekh H. M. As’ad
Islamiyah Sulawesi Bugis
46 | 1933 Madrasah Amiriyah Islamiyah | Bone Sulawesi Persatuan Ulama dan
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Pemuka Rakyat
47 | 1934 Madrasah Nurul Falah Palembang KH. Abu Bakar
Bastari
48 | 1936 Pesantren Persatuan Islam Bandung Jabar A.Hasan
49 | 1936 Madrasah Nahdlatul Watan Lombok Timur | KH. Zainuddin
Pancor
50 | 1936 Madrasah al-Ittihad Ampenan -
Lombok Barat
51 1936 Madrasah Darul Ulum Sumbawa -
52 | 1936 Madrasah al-Roudotul Pontianak -
Islamiyah Kalimantan
53 1938 Madrasah Darul Funun Palembang KH. Ibrahim
54 | 1938 Madrasah Ma’ahidul Diniyah | Kudus Jateng -
55 | 1938 Madrasah Tarbiyah Islamiyah | Mangkoso H. Abd. Rahman
Sulawesi Ambo Dale
Tengah

Memang, dari sekian lembaga pendidikan Islam di atas tidak semuanya
adalah murni diniyah, tetapi semua itu berakar dari pendidikan diniyah yang
terbangun sejak sebelum itu. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Daud,
bahwa isi kurikulum madrasah pada umumnya adalah yang diajarkan di lembaga-
lembaga pendidikan Islam (surau dan pesantren) ditambah dengan beberapa
materi pelajaran yang disebut dengan ilmu-ilmu umum.'*

Menurut Dawam Raharjo, di awal abad ke-20 hingga awal kemerdekaan,
pendidikan Islam di Indonesia diselenggarakan dengan sangat dikotomis. Di saat
itu, sudah ada yang mengembangkan madrasah yang khusus mengajarkan ilmu
keagamaan, namun ada pula madrasah-madrasah yang megajarkan ilmu

144

pengetahuan umum.** Meskipun begitu, perubahan pada Madrasah Diniyah

menjadi madrasah formal tidak terjadi secara sekaligus. Karena sesungguhnya di

143 Abasri, “Sejarah dan Dinamika Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara: Surau,
Meunasah, Pesantren dan Madrasah”, dalam Sejarah Pendidikan Islam, ed. Samsul Nizar (Jakarta:
Kencana, 2008), 291.

14 Dawam Raharjo, Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa (Bandung: Mizan, 1993),
33-36.
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antara praktisi pendidikan ketika itu, para kiyai-ulama, terutama di masa
penjajahan Belanda dan Jepang, masih terdapat sebagian yang ingin umat Islam
terpisah jauh dari bangsa penjajah, termasuk juga dalam masalah pendidikan.
Kondisi ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka.

Menurut Karel A. Steenbrink'®’, secara formal perubahan sistem
pendidikan di kalangan umat Islam — madrasah dan pesantren — dimulai sejak
lahirnya garis besar pendidikan nasional yang merupakan keputusan rapat Badan
Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tanggal 27 Desember 1945. Pada
poin 9 dari usulan BPKNP bebrunyi: “kualitas pesantren dan madrasah harus
diperbaiki”. Substansi dari poin ini dapat berupa keinginan untuk mengubah
wajah materi pendidikan di pesantren dan madrasah yang hanya mementingkan
pendidikan agama Islam saja menjadi memlliki perhatian terhadap pengetahuan
umum. Selain dari itu pula, pesantren dan madrasah diharapkan dapat
menyesuaikan perkembangan metodologi pengajaran, tidak hanya sorogan, dan
bandongan'*® saja, melainkan juga bisa menerapkan sistem klasikal.

Steenbrink menambahkan bahwa kebanyakan lembaga pendidikan Islam
memilih satu jalan lain, misalnya, sejumlah lembaga pengajian Qur’an yang

sederhana, serta sejumlah pesantren tidak mengadakan perubahan sebelum 1945.

145 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah ..., 90-91.

146 Sorogan adalah sistem pembelajaran individual dalam sistem pendidikan pesantren yang
diberikan dalam pengajian kepada murid-murid yang telah menguasai pembacaan Qur’an.
Bandongan atau seringkali disebut sistem wefonan adalah metode pengajaran di lingkungan
pesantren di mana sekelompok murid (antara 5 sampai 500 murid) mendengarkan seorang guru
yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, bahkan seringkali mengulas buku-buku Islam
dalam bahasa Arab. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan
Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3Es, 2011), 54.
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Tetapi sejumlah besar lainnya makin lama makin berkembang dengan mengubah
metode, memasukkan sistem klasikal, dengan mengubah isi pendidikan,
memberikan pendidikan umum di samping agama yang merupakan bagian yang
paling penting dalam kurikulumnya.'*’ Sistem pendidikan ini kemudian disebut
dengan madrasah.

Madrasah menjadi pilihan umat Islam indonesia dalam mengembangkan
pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor penting; pertama karena pendidikan Islam
tradisional (oleh umat Islam) dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan
kemampuan pragmatis yang memadai; dan kedua karena laju perkembangan
sekolah-sekolah ala Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan
membawakan watak sekularisme sehingga harus diimbangi dengan sistem
pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan
terencana.'*

Perubahan sistem pendidikan Islam tradisional ke modern, salah satunya
digunakannya madrasah dalam pendidikan Islam, melahirkan problematika baru
dalam pendidikan Islam. Problem tersebut antara lain memuculkan pemikiran dan
sikap dikotomi ilmu dan sistem pendidikan. Menurut Maksum, pada masa
pemerintahan Orde Baru, dunia pendidikan di Indonesia berkembang dalam

sistem dualistik antara pendidikan umum (nasional) di satu pihak dan pendidikan

147 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madarasah, Sekolah ..., 87-88.
148 Maksum, Madrasah: ..., 114.
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agama (Islam) di lain pihak, dengan posisi pendidikan umum jauh lebih
dominan.'#
3. Madrasah Diniyah

Pengertian madrasah diniyah dapat kita lihat pada beberapa literatur,
antara lain menurut Karel A. Steenbrink, madrasah ini (madrasah diniyah
awaliyah, wustho, dan aliyah) dimaksudkan sebagai lembaga yang disediakan

150 Menurut

bagi anak-anak yang pada waktu pagi pergi ke sekolah umum.
Departemen Agama RI, madrasah diniyah adalah satu lembaga pendidikan
keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus
memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi
pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan
jenjang pendidikan.'>!

Sejalan dengan munculnya kategorisasi madrasah diniyah antara lain
madrasah diniyah takmiliyah, maka Kemenag RI memberikan pengertian bahwa
madrasah diniyah takmiliyah merupakan salah satu lembaga pendidikan
keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan terstruktur dan
berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan.'>>

Sedangkan menurut Headri Amin, madrasah diniyah adalah madrasah-

madrasah yang seluruh mata pelajaranya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu

149 Tbid., 113.

150 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen
(Jakarta: LP3ES, 1994), 167.

51 Depertemen Agama RI, Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah
(Jakarta: Depag, 2000), 7.

152 Kementerian Agama R, Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Surabaya:
Kanwil Kemenag Jawa Timur, 2015), 7.
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figih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainya.'>> Memperbanyak ilmu agama
merupakan sebagian besar tujuan dari pembelajaran di madrasah diniyah. Merujuk
pada hadits :
154 o a . b
(G o) o)l 3 agidy s 0 5y e

“Barangsiapa yang Allah menginginkan dengannya suatu kebaikan, maka
Allah akan memahamkannya di dalam urusan agama”.

Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh M. Ridlwan Nasir
dengan merujuk pada SKB tiga Menteri tahun 1975, madrasah diniyah adalah
suatu bentuk madrasah (tempat belajar) yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu
agama. Madrasah ini dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan agama yang
disediakan bagi siswa yang belajar di sekolah umum.'’> Sedangkan dalam
Permenag No 13 Tahun 2014, diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut
madrasah diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada
jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan
berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang

pendidikan dasar, menengah dan tinggi.'°

153 Headri Amin, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah (Jakarta: Diva
Pustaka, 2004), 39.

134 Abi Abd al-Mu’ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantani al-Taawwudi,
Nihayat al-Zayn i Irsyad al-Mubtadiin (Surabaya: al-Hidayah, tt), 3.

155 M. Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan ldeal Pondol Pesantren di Tengah
Arus Perubahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95.

156 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, pasal 1.
Dalam Peraturan ini dijelaskan pula bahwa pendidikan diniyah terdiri dari pendidikan diniyah
formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal memiliki jenjang dasar, menengah,
dan tinggi (pasal 23 (1)). Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar terdiri dari
pendidikan diniyah formal ula dan wustha (pasal 23 (2)). Pendidikan diniyah formal jenjang
pendidikan menengah berbentuk pendidikan diniyah formal ulya (pasal 23 (3)). Pendidikan
diniyah formal jenjang pendidikan tinggi berbentuk ma’had ali (pasal 23 (4)). Pendidikan diniyah
nonformal berbentuk: madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan al-Qur’an, majlis taklim atau
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Untuk menegaskan keberadaan Madrasah Diniyah dalam sistem
pendidikan nasional, Menteri Agama mengeluarkan regulasi dengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah. '*’
Regulasi ini dikeluarkan untuk menegaskan distinction Madrasah Diniyah dengan
madrasah dan sekolah.

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa istilah
Madrasah Diniyah digunakan secara resmi dalam sistem pendidikan nasional
adalah semenjak dikelurkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964
tentang Kurikulum Madrasah Diniyah. Jadi madrasah diniyah merupakan pilihan
sistem pendidikan Islam selain madrasah dalam rangka mengakomodir pemikiran
dan keinginan sebagian masyarakat Islam Indonesia untuk memiliki model
pendidikan yang khusus mengajarkan ilmu agama Islam selain pesantren yang
dapat dikelola dengan manajemen pendidikan modern. Namun demikian, pada
saat ini, madrasah diniyah masih tergolong pendidikan non formal.

Kemudian, pada era reformasi, tepatnya pada tahun 2014, Kementerian
Agama yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pendidikan Keagamaan Islam. Peraturan ini bertujuan menguatkan posisi
madrasah diniyah dalam sistem pendidikan nasional serta menegaskan bahwa
madrasah diniyah menjadi bagian dari pendidikan formal. Yang artinya, bahwa

madrasah diniyah formal memiliki kedudukan fungsional sama dengan madrasah

pendidikan keagamaan Islam lainnya (pasal 45 (1)). Madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas
jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami’ah (pasal 46 (3).
157 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrassah, Sekolah ... , 167-168.
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dan sekolah, namun memiliki ciri khusus yang berbeda dengan madrasah dan
sekolah.

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pendidikan Keagamaan Islam, maka pendidikan diniyah merupakan bagian dari
pendidikan keagamaan Islam. Disebutkan dalam Permenag tersebut bahwa
pendidikan keagamaan Islam terdiri dari (a) pesantren, dan (b) pendidikan
diniyah.'*® Selanjutnya disebutkan bahwa pendidikan diniyah terdiri atas (a)
pendidikan diniyah formal, (b) pendidikan diniyah nonformal, dan (c) pendidikan
diniyah informal.'>’

Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam
yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan
berjenjang pada jalur pendidikan formal. Pendidikan diniyah nonformal adalah
pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah
Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur’an, Majelis Taklim, atau bentuk lain
yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan
nonformal. Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam
dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan pada jalur pendidikan
informal. '

Sebagaimana topik kajian ini adalah tentang Madrasah Diniyah, maka
selanjutnya dengan tetap merujuk pada Permenag Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Pendidikan Keagamaan Islam, bahwa pendidikan diniyah nonformal

158 Pagal 3.
159 Pasal 20.
160 Pagal 1.
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diselenggarakan dalam bentuk: (a) madrasah dniyah takmiliyah, (b) pendidikan al-
Qur’an, (c) majelis taklim, dan (d) pendidikan keagamaan Islam lainnya.'®' Maka,
Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada
jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan
berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada jenjang
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.'

Oleh karena itu, maka madarasah diniyah takmiliyah diselenggarakan
dengan tujuan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan
agama Islam bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP, MS/SMA/SMK/MAK, dan
pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan
ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Madrasah diniyah memiliki jenjang
ula, wustha, ulya, dan al-Jami’ah. Jenjang ula diikuti oleh peserta didik MI/SD
atau yang sederajat. Jenjang wustha diikuti oleh peserta didik MTs/SMP atau yang
sederajat. Jenjang ulya diikuti oleh peserta didik MA/SMA/MAK/SMK atau yang
sederajat. Dan jenjang al-Jami’ah diikuti oleh peserta didik pada pendidikan
tinggi.'> Madrasah Diniyah ini diselenggrakan oleh masyarakat secara mandiri
maupun terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.'®* Sedangkan kurikulum

madrasah diniyah takmiliyah ini terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan

161 Pasal 45.
162 Pasal 1.

163 Pasal 46.
164 Pasal 47.
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Islam yang paling sedikit meliputi: (a) al-Qur’an, (b) al-Hadith, (¢) Fiqih, (d)
Akhlagq, (d) Sejarah Kebudayaan Islam, dan (e) Bahasa Arab.'®®
Menurut Karel A. Steenbrink dengan merujuk pada Keputusan Menteri
Agama tahun 1964, kurikulum madrasah diniyah adalah sebagai berikut:
a. Diniyah Ula:
1. Membaca al-Qur’an, 3 jam perminggu
2. Tauhid, 3 jam perminggu
3. Fiqih, 2 jam perminggu, dan
4. Akhlak, 2 jam perminggu

b. Diniyah Wustho

Tabel 2.4
Kurikulum Diniyah Wustho
Mata Pelajaran Kelas I Kelas I1 Kelas III
Jam/minggu Jam/minggu Jam/minggu
Al-Qur’an dan al-Hadith 3 3 3
Tauhid 3 2 2
Figih 1 1 1
Sejarah Islam 2 3 3
Akhlaq 1 1 1
c. Diniyah Aliyah
Tabel 2.5
Kurikulum Diniyah Aliyah
Mata Pelajaran Kelas I Kelas IT Kelas III
Jam/minggu Jam/minggu Jam/minggu
Al-Qur’an dan al-Hadith 3 3 3
Tauhid 2 2 2
Figih 3 3 3
Sejarah Islam 1 1 1
Akhlaq | 1 1

165 Pasal 48.
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Kemudian Kementerian Agama melakukan penyempurnaan dalam
kurikulum Madrasah Diniyah, sehingga ditemukan struktur kurikulum madrasah

diniyah takmiliyah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Struktur Kulikulum Mata Pelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Wustho dan Ulya

No Mata Pelajaran MDTA MDTW | MDTU
Llojmjv 1 [of1]n

Keagamaan
1 | Al-Qur’an 5 5 141413 3122
2 | Hadits 1 I |22 21222
3 | Aqidah 1 1 1|1 1 1 122
4 | Akhlag 2 |2 1222|222
5 | Figih 4 | 414144141414
6 | Tarikh Islam 1 1 1 1 2 2 || 2
Bahasa
7 | Bahasa Arab |4 4]4a]4]4]4]44]4
Muatan Lokal
8 | Muatan Lokal

a. Arab Pegon - - - - - - - -

b. Imla

c. Dl

Jumlah 18| 18 | 18 [ 18 | 18 | 18 | 18 | 18

Ketentuan alokasi waktu untuk setiap jam pelajaran dari mata pelajaran
tersebut adalah:
1. MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah) Kelas I adalah 30 menit
2. MDTA Kelas II s.d. IV adalah 40 menit
3. MDTW (Madarasah Diniyah Takmiliyah Wustho) Kelas I s.d. II adalah 45
menit

4. MDTU (Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya) Kelas I s.d. II adalah 45. 166

166 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrassah, Sekolah ... , 167-168.
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D. Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam
1. Pengertian Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam

Menurut M. Sirozi, (politics of education) adalah kajian tentang relasi
antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara
pencapaiannya.'é’ Lebih lanjut M. Sirozi menjelaskan bahwa politik pendidikan
sebagai disiplin ilmu memiliki fokus tentang kekuatan yang menggerakkan
perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta ke mana perangkat
tersebut di arahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara
dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses
pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan outcome dari berbagai strategi
perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.!®® Dengan
demikian lingkup politik pendidikan meliputi tujuan pendidikan yang ditetapkan
serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh guna mencapai tujuan yang melibatkan
pemerintah dan atau masyarakat.

Lebih konkrit dikatakan oleh Kimbrough, Sebagaimana dikutip oleh
Kharisul Wathoni, bahwa “the politic of eduction is the process of making basic
educational decision of local distrist wide, state wide or nation wide
significance,'”® bahwa politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-
keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal

maupun di tingkat nasional. Dari penjelasan tersebut kemudian dapat ditarik pada

167 M. Sirozi, Politik Pendidikan: Dinamika Antara Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan
Praktik Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ix.

168 M. Sirozi, Politik Pendidikan..., ix

169 Kharisul Wathoni, “Pendekatan Sejarah Sosial dalam Kajian Politik Pendidikan Islam”, Tadris
Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), 3.
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ranah pendidikan Islam, bahwa kajian tersebut memiliki fokus pendidikan Islam,
bukan pendidikan secara umum, melainkan pendidikan yang spesifik di dalam
Islam. Yakni, relasi antara negara dengan pendidikan yang berupa pendidikan
yang dialami oleh umat Islam, pendidikan mengenai agama Islam, pendidikan
yang berlangsung di kalangan umat Islam, atau pendidikan yang diinginkan oleh
umat Islam.!” Jadi pendidikan Islam dalam konteks politik merupakan wilayah
yang tidak dapat dibatasi oleh praktik pendidikan melainkan hanya dibatasi oleh
eksistensi umat Islam di dalamnya. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa
politik pendidikan Islam adalah aktifitas negara maupun masyarakat dalam
pembuatan keputusan pokok untuk melakukan perubahan di dalam pendidikan
Islam.

Sedangkan kebijakan merupakan produk politik. Sehingga dikatakan
bahwa kalau politik pendidikan Islam berkaitan dengan proses pembuatan
keputusan, maka kebijakan pendidikan Islam merupakan keputusan-keputusan
yang ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dalam konteks
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Islam.

2. Relasi Politik dan Pendidikan Islam

Sebelum membahas tentang relasi politik dan pendidikan Islam, penting
untuk dikemukakan pandangan pemikir Islam tentang relasi atau hubungan antara
negara dan agama. Menurut al-Ghazali, antara negara dan agama terdapat

hubungan timbal balik. Ghazali mengatakan:

170 Ahmad Arifi, Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam
di Tengah arus Globalisasi (Yogyakarta: Teras, 2010), 2.
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717 il oS Lad (3 Lol

“Dunia diciptakan sebagai bekal untuk kembali (kepada Allah), agar
segala sesuatu bisa dijadikan bekal dapat diperoleh. Jika manusia
memperoleh bekal itu dengan cara yang adil tentunya pasti putus segala
permusuhan dan para fugaha’ menjadi sia-sia. Namun karena manusia
berusaha menggapai dunia dengan syahwat maka lahirlah dari dunia itu
segala bentuk konflik, dan oleh karena itu nyatalah kebutuhan manusia
akan sultan/penguasa yang mengatur kehidupan demi kebaikan manusia,
sedangkan sultan membutuhkan undang-undang yang digunakan untuk
mengatur kehidupan manusia. Maka seorang fagih (ahli figih) adalah
seseorang yang alim (memahami) tentang udang-undang kebijakan,
metode jalan tengah di antara para manusia yang berselisih hukum
dengan syahwat. Maka dalam pada itu, jadilah seorang fagih sebagai
pendidik dan penunjuk bagi sultan ke beberapa jalan kebijakan dan
pengaturan kehidupan manusia dengan tujuan agar kehidupan manusia di
dunia dapat berjalan dengan teratur. Dan sesungguhnya eksistensi
seorang sultan memiliki korelasi dengan kehidupan beragama meskipun
bukan korelasi secara fisik melainkan korelasi perantara urusan dunia,
maka sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, dan kehidupan
beragama tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan
kesempurnaan kehidupan dunia. Negara dan agama laksana dua sisi yang
tidak bisa dipisahkan. Agama adalah asal (dasar) sedangkan sultan adalah
penjaganya. Segala sesutu yang tidak memiliki dasar maka pasti roboh,
segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka pasti akan kalah.

170 Al-Ghazali, /hya’ Ulum al-Din, Jilid | (Beirut: Dar al-Kotob al-1Imiyah, 2012), 31.
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Negara dan keteraturan tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali
dengan adanya sultan dan metode memperoleh keteraturan di dalam
masalah pemerintahan adalah dengan fiqih”.

Jika kehidupan dunia diartikan dengan kehidupan berbangsa dan

bernegara sedangkan kehidupan akhirat diartikan dengan kehidupan beragama,

maka menurut al-Ghazali, kehidupan beragama dipengaruhi oleh kehidupan

dunia; berbangsa dan bernegara. Al-Ghazali mengatakan lebih lanjut:
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“Sesungguhnya segala tujuan kehidupan manusia terkumpul dalam
masalah agama dan dunia. Tidak akan diperoleh keteraturan kehidupan
beragama kecuali dengan keteraturan kehidupan dunia. Sesungguhnya
dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Dunia adalah media untuk
sampai kepada Allah ‘azza wa jalla bagi seseorang yang menjadikannya
sebagai media. Dan dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang
menjadikannya sebagai tempat tinggal. Dan keteraturan masalah
kehidupan dunia tidak terwujud kecuali dengan interaksi yang baik antar
sesama manusia”.

Kemudian al-Ghazali menambahkan bahwa keselamatan manusia di

dunia dan akhirat ditentukan oleh khalifah, raja, sultan dan hukum negara.'”

Dalam kesempatan yang lain al-Ghazali secara mengatakan:
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“Keteraturan kehidupan beragama tidak bisa dicapai kecuali dengan
keteraturan kehidupan dunia. Keteraturan kehiduapan dunia tidak dapat

172 1hid., 25.
173 |bid., 26.
174 Al-Ghazali, al-/gtisad fi al-1’tiqad (Damasyqus: Dar Kotaiba, 2003), 169.
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terwujud kecuali dengan adanya imam (pemimpin) yang ditaati.
Sehingga keteraturan kehidupan dunia tidak terwujud kecuali dengan
adanya pemimpin yang ditaati”.

Keberadaan negara dan pemimpin negara berpengaruh terhadap kualitas

kehidupan beragama.'”

Hal yang sama al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya yang lain:
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“Agama dan (kekuasaan) raja merupakan dua sisi yang sama. Keduanya
seumpama saudara yang dilahirkan dari satu rahim. Maka seorang raja
harus memiliki kepekaan, menjauhi hawa nafsu, bid’ah, kemunkaran,
barang syubhat, dan segala sesuatu yang mendatangkan dekadensi
syarak. Setika seorang raja mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya
terdapat seseorang yang menistakan agama atau madzhabnya, maka dia
harus perintahkan untuk memanggil dan memarahi dan mengancam
oranng tersebut. Jika orang tersebut bertaubat (mengakui kesalahan dan
tidak mengulanginya lagi) ampuni dia, dan jika tidak mau bertaubat maka
orang tersebut harus lah dihukum dengan hukuman yang setimpal serta
diasingkan dari wilayah itu agar wilayah tersebut bersih dari pengaruh
negatif dari orang tersebut. ...Wajib untuk diketahui bahwa kebaikan
seluruh manusia menurut kebaikan praktik kehidupan raja, seorang raja
hendaklah memperhatikan segala bentuk kebutuhan rakyatnya, rakyat
nimoritas maupun mayoritas, rakyat elit maupun jelata. ...Dan seorang

175 |bid., 170.
176 Al-Ghazali, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1988), 50.
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raja hendaklah tidak menyertai rakyatnya dalam hal keburukan dan
perbuatan-perbuatan jelek. Nah, apa bila seorang tidak menguasai politik,
tidak melakukan prevention terhadap pelaku kerusakan, maka segala
urusan di wilayahnya akan rusak”.

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas, dapat
dipahami bahwa sesungguhnya hubungan antara negara dan agama sangatlah
dekat dalam konteks menciptakan harmonisasi kehidupan manusia. Hubungan
antara penguasa dengan ahli agama (ulama’) tidak dapat dipisahkan, karena
dengan eksisnya kedua pihak ini dalam menuntuk manusia menuju kebahagiaan
hidup dunia dan akhirat.

Selanjutnya dalam membahas tentang relasi politik dan pendidikan Islam,
Azyumardi Azra, dalam mengawali penjelasannya tentang “Sosialisasi Politik dan
Pendidikan Islam”, mengutip pendapat Coleman yang mengatakan bahwa:

“Hubungan antara pendidikan dan politik bukanlah suatu hal baru. Sejak

zaman Plato dan Aristoteles, para filusuf dan pemikir politik telah

memberikan perhatian yang cukup intens kepada masalah ini. Kenyataan
ini misalkan ditegaskan dengan ungkapan “As is the state, so is the
shool” (“Sebagaimana negara, seperti itulah sekolah”), atau “What you
want in the state, you must put in to school” (“Apa yang anda inginkan
dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah”). Juga terdapat teori
yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan, pendidikan adalah

sebuah korelasi, jika tidak sebuah persyaratan, bagi tatanan
demokratis.!”’

Selanjutnya Azra menjelaskan bahwa dalam sejarah Islam, hubungan
antara pendidikan dan politik juga dapat dilacak sejak zaman masa pertumbuhan
paling subur dalam lembaga pendidikan Islam, semacam madrasah.'’® Tetapi Azra

tidak sepakat menerjemahkan bentuk hubungan tersebut sebagai “pendidikan

177 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium
111 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 69.
178 Tbid., 69.
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politik”.  Menurutnya lebih laiak hubungan tersebut diistilahkan dengan
“sosialisasi politik”. Hal ini karena pendidikan politik dapat berkonotasi negatif
serta pendidikan politik dapat teridentifikasi sebagai propaganda untuk
memperkuat legitimasi dan status quo penguasa. Sedangkan sosialisasi politik
lebih dapat diterima karena mengacu pada proses di mana individu membentuk
sikap dan perasaan terhadap sistem politik; dan terhadap peranan mereka di
dalamnya, yang mencakup: cognition (apa yang diketahui atau dipercayai
seseorang tentang sistem politik, eksistensinya, dan modus operandinya); feeling
(bagaimana perasaan seseorang terhadap sistem politik, termasuk kesetiaan dan
perasaan kewajiban sipil); sense of political competence (apa peranan seseorang
dalam sistem politik. Menurut Azra, lebih tegas lagi, sebagaimana dirumuskan
Almond, “sosialisasi politik adalah proses induksi (seseorang) ke dalam
kebudayaan politik (politial culture). Lebih lanjut Azra menjelaskan bahwa sistem
dan lembaga pendidikan merupakan salah satu dari institusi terpenting dalam
sosilisasi politik tersebut, terutama sejak seorang anak didik mulai memperoleh
pendidikan sampai ia mencapai kedewasaan.'”

Sedangkan menurut pemikir Islam Indonesia semisal M. Natsir,
memandang masalah politik adalah masalah umat Islam yang harus dihadapi dan
diselesaikan menurut kaidah Islam. Islam bukan hanya sekadar persoalan ibadah,

tetapi Islam juga menjadi falsafah hidup manusia, sehingga tidak ada persoalan

17 Ibid., 71-72.
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kehidupan menurut Islam yang dapat lepas dari nilai-nilai Islam. M. Natsir
mengatakan, sebagaimana dikutip oleh M. Rusli Karim:
“Islam adalah satu falsafah hidup, satu levens filosofi, atau satu ideologi,
satu sistem peri kehidupan, di sampingnya lain ideologi dan isme-isme.
Ideologi ini menjadi pedoman bagi kita sebagai muslimin, dan buat itu
kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai seorang
berpolitik, tidak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi

Islam. Bagi kita menegakkan Islam itu tak dapat dilepaskan dari
menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan...”.!®

Ketika politik dikaitkan dengan penyelenggaran pemerintahan di sebuah
negara, maka secara kasat mata akan terlihat bahwa politik memliki relasi dengan
pendidikan. Karena pendidikan diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari upaya untuk mewujudkan cita-cita sebuah negara. Hal itu terjadi di setiap
negara. Menurut Sirozi, pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam
sistem sosial politik di setiap negara maju maupun negara berkembang.'!
Pendidikan ternyata merupakan sumber transformasi sosial dalam masyarakat
modern.'®> Maka dalam konteks pendidikan Islam demikian juga, bahwa
pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga
terdapat pula hubungan antara politik nasional dengan pendidikan Islam. Di masa
klasik Islam menurut Rasyid, dalam Sirozi, telah terlihat adanya relasi antara
politik (kekuasaan) dengan pendidikan Islam, ia mengatakan :

“Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah

satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan
madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para

180 M. Rusli Karim, Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik (Y ogyakarta:
Hanindita, 1985), 179-180.

181 M. Sirozi, Politik Pendidikan..., 1.

182 HAR. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran
Kekuasaan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 129.
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penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak ketergantungan pada
uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-
lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku.'®?

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Abdul Gafar Aziz dalam Sirozi.
Ia mengatakan bahwa karena tujuan pemerintahan Islam adalah menegakkan
kebenaran dan keadilan. Tujuan ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan
melaksanakan syariat. Syariat tidak akan berjalan bila umat tidak memahami
ajaran Islam.'® Sedangkan pendidikan mempunyai tugas pokok menyebarkan
pemahaman ajaran syariat Islam kepada seluruh penjuru umat Islam. Pendidikan
merupakan alat penting dalam proses kesetaraan anggota masyarakat dalam arti
mempunyai kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang.
Kekuasaan ternyata berkaitan erat dengan proses pendidikan pemerdekaan.'*®

Adanya relasi politik dan pendidikan, menurut Abernethy dan Coombe,
dalam Sirozi, melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (groups
attituds), masalah pengangguran (un-employment), dan peranan politik kaum
cendekia (the political role of the intelegentsia).'®® Ketiga aspek tersebut memiliki
posisi dan perannya masing-masing dalam tatanan sosial masyarakat Islam di
Indonesia. Lebih lanjut Sirozi menjelaskan bahwa format hubungan politik dan
pendidikan dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah

komoditi politik yang sangat penting.

183 M. Sirozi, Politik Pendidikan..., 2.

184 Ibid., 3.

185 HAR. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami
Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2012), 93-94.

186 M. Sirozi, Politik Pendidikan ..., 7.
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Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah
politik yang banyak serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada
sistem politik, stabilitas, dan praktik sehari-harinya. Sebagai wilayah tanggung
jawab pemerintah, pendidikan sering “dipaksa” menyesuaikan diri dengan pola
administrasi umum dan norma-norma yang berlaku. Di sisi lain, pendidikan
merupakan mesin produksi dalam rekrutmen elit-elit politik yang nantinya akan
menentukan kebijakan pendidikan secara politis.'"®” Dari pola hubungan itu
tentunya akan dipahami bahwa hubungan politik dan pendidikan merupakan
hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Dale, dalam Sirozi, relasi politik pendidikan terjadi
dalam bentuk adanya kontrol negara terhadap pendidikan. Kontrol negara
terhadap pendidikan dilakukan melalui empat cara: (1) sistem pendidikan diatur
seara legal, (2) sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan
ketaatan pada aturan dan objektivitas, (3) penerapan wajib pendidikan, dan (4)
reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah dalam konteks

politik tertentu.'®8

Jadi relasi politik dan pendidikan merupakan sebuah
keniscayaan adanya dalam sebuah negara. Mengenai posisi strategis pendidikan
dalam ranah politik, dapat kita rujuk pendapat Thomas Popkewits yang
mengatakan bahwa:

“... Teori pendidikan adalah sebuah pengembangan terhadap penegasan

politik. Pemilihan dan organisasi kegiatan pedagogis memberikan
penekanan kepada orang-orang tertentu, peristiwa dan hal-hal lain. Teori

187 Ibid., 15-20.
188 Ibid., 63-64.
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pendidikan ampuh karena bahasanya memiliki perspektif kualifikasi.
Sebuah teori memandu individu untuk mempertimbangkan kembali dunia
pribadi mereka konsep yang terang maupun abstrak, generalisasi dan
prinsip, kategori-kategori yang lebih abstrak tidak netral; mereka
memberi penekanan hubungan kelembagaan tertentu dengan baik,
terpercaya dan sah. Visi masyarakat, kepentingan, akan disukai dan
program aksi yang harus diikuti dan mempertahankan dalam sejarah.!'®’

3. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan Islam dalam knteks pembahasan ini meliputi
keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Islam. Oleh karena itu, penulis
membatasi pembahasan ini pada era pemerintahan orde lama, orde baru dan pasca
reformasi.

a. Kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam Bidang Pendidikan Islam.

Beberapa keputusan kebijakan pemerintah orde lama yang terkait dengan
pendidikan Islam antara lain: (1) Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BPKNIP) No. 15 tanggal 22 Desember 1945. Keputusan ini
antara lain berisi pengakuan dan legitimasi pendidikan yang diselennggarakan
oleh masyarakat di langgar-langgar dan madrasah. Bahkan keputusan ini
merupakan keinginan pemerintah saat itu untuk melakukan akselerasi terhadap
pendidikan di langgar dan madrasah.'”® (2) Keputusan BPKNIP tanggal 27

Desember 1945. Keputusan ini berisi tentang bantuan pemerintah terhadap

1% Henry Giroux, Pedagogy and The Politics of Hope (Oxford: Westview Press, 1997), 17.
190 H. A. Timur DJaelani, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama
(Jakarta: CV. Darmaga, 1980), 16.
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madrasah.'®! (3) Keputusan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama No.
1142/Bhg A (pengajaran) tanggal 2 Desember 1946, No. 1285/K-7 (Agama)
tanggal 2 Desember 1946. Keputusan ini antara lain berisi tentang , pemberian
mata pelajaran agama di sekolah dan penyediaan guru agama oleh pemerintah.'®?
(4) Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam. Salah satu
tugas pokok dari majelis ini adalah ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan
materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.'*® (5) Undang-Undang
No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.!**
Dalam UU ini dicantumkan bahwa kewenangan pendidikan dan pengajaran di
sekolah tidak hanya diberikan kepada menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
melainkan juga pemerintah memberikan kewenangannya kepada menteri Agama.
Kewenangan menteri Agama di dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah terbatas
pada penyelenggaraan pendidikan Agama.! (6) Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Pendidikan, {Pengajaran dan Kebudayaan Nasional No. 1432/Kab dan
Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951. Di antara isi keputusan

bersama ini adalah pelaksanaan pengajaran agama di sekolah dan pengangkatan

91" Abd. Rachman Assegaf. Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan
Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi (Y ogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 116.

92 1bid., 116-117.

193 Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam ...154

194 Undang-undang ini mulai dipersiapkan oleh Panitia Penyelidik Pengajaran (PPP) yang dibentuk
di Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Suwandi, 1 Maret 1946 No. 104/Bhg. 0. SK Menteri
tersebut merupakan tindak lanjut SK Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), 27
Desember 1945. UU ini disakan pada 2 Apirl 1950. Lihat Dr. Arief Subhan, Lembaga Pendidikan
Islam Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas (Jakarta: Kencana, 2012), 215
195 Tsmail, “Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah dalam
Penyelenggaraan Pendidikan Islam”, Kabilah, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, 136.
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guru agama.'*® (7) Tap MPRS No. Tahun 1960. Ketetapan ini menegaskan bahwa
bangsa Indonesia melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan
mental/agama/kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat
spiritual dan materiill agar setiap warga negara dapat mengembangkan
kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-
pengaruh buruk kebudayaan asing.'*’

b. Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Bidang Pendidikan Islam.

Begitu pun pada pemerintahan orde baru, terdapat beberapa keputusa
yang diambil sebagai hasil dari proses politik di masa itu. Keputusan tersebut
terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Islam. Keputusan
tersebut diidentifikasi sebagai kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang
pendidikan Islam.

Beberapa kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang pendidikan
antara lain: (1) Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan
Kebudayaan. Ketetapan MPRS merupakan perubahan atas Tap MPRS No.
II/MPRS/1960'”® yang menjadi pijakan pemerintah orde baru dalam

melaksanakan pembangunan. Dengan adanya Tap MPRS ini kemudian

196 Zulhandra, “Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada
Orde Lama” dalam Samsul Nizar, (ed) Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan
Era Rasulullah Sampai Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 349

197 Ibid.

198 Perubahan fundamental dalam Tap MPRS ini adalah pada pengajaran agama. Pada pasal 1
berbunyi “Merubah dictum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Bab II Pasal 2 ayat (3) dengan
menghapuskan kata “... dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila
wali/murid dewasa menyatakan keberatan ...” sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut
“menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah
Dasar sampai dengan Universitas-universitas negeri”. Hasbullah, Sejarah Pendidikan di
Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1996), 248-251.



125

pendidikan agama diajarkan secara umum di setiap institusi pendidikan negeri. (2)
Kebijakan penegerian madrasah. Sebagai respon terhadap Tap MPRS No.
XVII/MPRS/1966, maka Menteri Agama mengeluarkan kebijakan menegerikan
sejumlah madrasah dari semua tingkatan.'”® Pada masa ini telah terlihat political

0 melalui

will elit pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam?°
penegerian madrasah, dengan koskuensi pemerintah harus menanggung segala
kebutuhan dari madrasah yang dinegerikan. (3) SKB Tiga Menteri Tahun 1975.
Namun demikian, pasca kebijakan Menteri Agama ini bukan berarti umat Islam
dapat dengan bebas mengembangkan pendidikan Islam sebagaimana hasratnya,
karena tidak jauh dari masa penegerian beberapa madrasah, pemerintah orde baru
mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada dikotomi pendidikan dan

1.2°7 ymat Islam dalam

mengisolasi madrasah dari sistem pendidikan nasiona
mengembangkan pendidikan Islam. Keadaan ini dirasakan oleh umat Islam ketika
pemerintah mengelurkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972, yang kemudian
diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.2° Substansi Keppres 34

adalah penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya di bawah

tanggung jawab Mendikbud yang berari bahwa madrasah yang menggunakan

199 Melalui usaha ini sebanyak 123 Madrasah Ibidaiyah telah dinegerikan sehingga menambah
jumlah total Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu yang bersamaan, juga
telah berdiri 182 Madrasah Tsnawiyah Negeri (MTsN) dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam
Negeri (MAIIN). Maksum, Madrasah: Sejarah Perkembangannya (Jakarta: Logos, 1999), 141.

200 M. Shabir U, “Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di
Indonesia”, Lentera Pendidikan, Vol 13 No. 2 Desember 2013, 171.

20! Nurasa, “Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru” dalam
Samsul Nizar, (ed) Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Erva Rasulullah
Sampai Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 361-362.

202 Heni Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru” Jurnal Tarbiya, Vol. 1 No. 1 (2015),
183.
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kurikulum nasional harus diserahkan kepada Depdikbud®®, dan umat menolak
terhadap kebijakan ini. Keadaan inilah yang menyebabkan lahirnya kebijakan
pemerintah orde baru dalam rangka meminimalisir dualisme pendidikan.
Kebijakan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri
(Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam
Negeri) No. 03 Tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975.2%* Entri point dari SKB ini
adalah kesetaraan antara pendidikan sekolah dan madrasah. (4) Surat Keputusan
Bersama (SKB) Dua Menteri Tahun 1984. Pasca SKB Tiga Menteri kemudian
keluarlah SKB Dua Menteri, yaitu Menteri Agama dengan keputusan Nomor
045/1984 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 0299/U/1984,
tetang pembakuan Kurikulum Sekolah dan Madrasah, yang kemudian melahirkan
kurikulum 1984.2% Dalam SKB Dua Menteri tersebut dinyatakan bahwa lulusan
madrasah dapat dan boleh melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih
tinggi.?% Artinya sejak saat tersebut madrasah memiliki legitimasi kuat dari
pemerintah meskipun harus melakukan rekonsfigurasi struktur kurikulum menjadi
30 % mata pelajaran agama Islam dan 70% mata pelajaran umum. (5) Undang-
undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN).
Undang-undang ini merupakan kebijakan pemerintah orde baru yang berimplikasi

positif terhadap eksistensi pendidikan Islam dalam bentuk pengakuan yang sama

203 Nurasa, “Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru” ..., 362.
204 Heni Yuningsih, “Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru” ..., 184.

205 Nurasa, “Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru” ..., 366.
206 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), 216.
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antara pendidikan pendidikan umum (sekolah) dan (madrasah).?’ Implikasi UU
SPN ini terhadap pendidikan Islam khususnya madrasah merupakan bentuk
integrasi kurikulum dan jenjang pendidikan di Indonesia.?®® UU ini kemudian
dijabarkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP);
antara lain PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP No. 28
Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah, PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 72 Tahun
1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah, PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dan PP No.
38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan
Nasional.®® Dari sekian kebijakan itu terlihat bahwa di Indonesia sedang
dibangun sistem pendidikan integratif antara pendidikan umum dan agama.
c. Kebijakan Pemerintah Orde Reformasi dalam Bidang Pendidikan Islam.
Kebijakan pemerintah pada masa pasca reformasi yang berdampak
positif terhadap pendidikan Islam antara lain: Undang-undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Keagamaan, Permenag No. 16 Tahun 2006 tentang Pendidikan Agama Islam di
Sekolah, PP. No. 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar, PP. No.

48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. 74 Tahun 2008 tentang

207 UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Islam dan Penjelasannya.

208 Maksum, Madrasah: Sejarah Perkembangannya (Jakarta: Logos, 1999), 155.

209 Abdul Rachman Saleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi (Jakarta:
Rajawali Pers, 2000), 122.
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Guru, PP. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, dan
Tunjangan Profesor.?!°

Dari sekian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masa orde
reformasi terlihat bahwa sistem pendidikan nasional sudah tida lagi membedakan
antara pendidikan umum (sekolah) dengan pendidikan Islam (madrasah),
semuanya menggunakan standar yang sama kecuali pada bagian-bagian tertentu
yang memang memiliki kehususan®'!, namun demikian secara umum kurikulum
yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional menggunakan satu standar
yang disebut dengan standa nasional pendidikan.?'?> Tidak hanya dalam bagian
kurikulum, sistem pendidikan nasional telah menetapkan standar yang sama pada
setiap komponen pendidikan; komponen guru, sarana, penilaian, keuangan dan
lain sebagainya.

Secara khusus mengenai pendidikan Agama Islam, pemerintah orde
reformasi mengeluarkan kebijakan operasional dalam bentuk peraturan
pemerintah sebagai penjabaran dari UU. No. 20 Tahun 2003, antara lain PP. No.
55 Tahun 2007 yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan teknis dengan
Permenag No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan No. 18
Tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Muadalah. Dengan kedua kebijakan ini,

pemerintah mempertegas posisi pendidikan madrasah diniyah dan pesantren

210 Choirul Mahfud, Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan
Islam Pasca Orde Baru) (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013), 264-265.

21 Misalkan kurikulum madrasah pada muatan pendidikan agama Islam terdiri dari empat mata
pelajaran, yaitu aqidah akhlaq, qur’an hadith, figih dan SKI, sedangkan di sekolah hanya diberikan
pendidikan Islam dalam bentuk satu mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam.

212 Sebagaimana dalam PP. 19 Tahun 2005 tentag Standar Nasional Pendidikan.
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dalam sistem pendidikan nasional. Sebgai bagian dari sistem pendidikan nasional,
madrasah diniyah dan pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan

keagamaan Islam yang bertujuan untuk menghasilkan ahli ilmu agama Islam.?!?

213 PP. No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 2.



